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MURSYID SURYA CANDRA, B 111 09 261, Analisis Yuridis 
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 Mengenai 
Pengujian Pasal 55 Ayat (2) dan (3) Undang - Undang Nomor 21 
Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Terhadap Undang - Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (dibimbing oleh 
Aminuddin Ilmar, selaku Pembimbing I dan Achmad, selaku 
Pembimbing II). 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implikasi hukum yang 
ditimbulkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan dualisme 
kewenangan antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri dalam hal 
penyelesaian sengketa perbankan syariah, serta untuk mengetahui sejauh 
mana kompetensi Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa 
perbankan syariah pasca terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi. 
Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian dengan pendekatan 
secara normatif dan empirik, dengan teknik pengumpulan data yaitu 
penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field 
research). Data dilengkapi dengan data primer dari hasil analisis UUD NRI 
1945, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012, berbagai 
peraturan perundang - undangan, putusan, dan data sekunder dari 
referensi - referensi (buku, artikel, karya ilmiah, jurnal, media cetak, 
majalah dan website), dan hasil wawancara dan pengumpulan data dari 
Pengadilan Agama Kota Makassar yang memiliki kewenangan dalam 
menyelesaikan sengketa perbankan syariah, serta data tersier, dalam hal 
ini, dengan menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan diolah 
dengan metode analisis kualitatif secara deduktif. 
Adapun temuan yang didapatkan dari hasil penelitian. Pertama, 
putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 berimplikasi 
terhadap dihapuskannya kewenangan Pengadilan Negeri dalam hal 
menyelesaiakan sengketa perbankan syariah, dan menjadikan Pengadilan 
Agama sebagai satu - satunya intitusi peradilan yang berwenang 
menyelesaikan sengketa tersebut. Kedua, kompetensi Pengadilan Agama 
sebagai lembaga peradilan yang berwenang dalam menyelesaikan 
sengketa perbankan syariah pasca putusan Mahkamah Konstitusi, secara 
yuridis tidak mengalami perubahan yang mendasar sebab, pengaturan 
tentang kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa 
perbankan syariah telah diatur secara terperinci dalam Undang - Undang 
Nomor 3 Tahun 2006 termasuk batas ruang lingkup dan jangkauan 
kewenangan mengadili Pengadilan Agama di bidang perbankan syariah. 
 
Kata Kunci: Putusan Mahkamah Konstitusi, Penyelesaian Sengketa, 
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A. Latar Belakang Masalah 
Dalam kehidupan suatu negara, perbankan merupakan salah satu 
agen pembangunan (agen of development). Hal ini dikarenakan fungsi 
utama dari perbankan itu sendiri yakni sebagai lembaga yang 
menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan 
menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit atau 
pembiayaan. Fungsi inilah yang lazim disebut sebagai intermediasi 
keuangan (financial intermediary function). 1  Selain itu, peranan yang 
sangat vital dari perbankan sebagai salah satu lembaga perekonomian, 
telah memberikan sumbangsi yang cukup besar tidak hanya pada 
pertumbuhan ekonomi negara tapi juga terhadap taraf kemakmuran 
rakyat. 
Di Indonesia, terdapat dua jenis perbankan yakni perbankan 
konvensional dan perbankan syariah atau yang biasa dikenal dengan 
istilah dual banking system. Perbankan konvensional merupakan jenis 
lembaga keuangan yang menerapkan sistem bunga dalam sistem 
operasionalnya, sementara perbankan Islam atau perbankan syariah 
adalah jenis lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit 
dan jasa - jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang 
pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip - prinsip syariah Islam.  
                                                             
1
   Amiruddin K., Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum, (Makassar: Al-Risalah 
Volume II, 2011), Hlm. 170. 
2 
Kebutuhan masyarakat muslim Indonesia akan adanya bank yang 
beroperasi sesuai dengan nilai - nilai dan prinsip ekonomi Islam (Islamic 
economic system), secara yuridis baru mulai diatur dalam Undang - 
Undang Nomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankan. Hanya saja, dalam 
undang - undang tersebut eksistensi bank Islam atau perbankan syariah 
belum dinyatakan secara eksplisit, melainkan baru disebutkan dengan 
menggunakan istilah “Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil”. Pasal 6 
maupun Pasal 13 undang - undang tersebut yang menyatakan adanya 
bank berdasarkan prinsip bagi hasil terkesan hanya berupa sisipan, belum 
begitu tampak adanya kesungguhan untuk mengatur beroperasinya bank 
Islam di Indonesia.2 
Upaya terus menerus yang dilakukan oleh semua pihak untuk 
melengkapi aturan hukum beroperasinya bank syariah pada akhirnya 
membuahkan hasil dengan disahkannya Undang - Undang Nomor 21 
Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah pada tanggal 16 Juli 2008. 
Dengan adanya undang - undang tersebut, maka semakin mantaplah 
eksistensi bank syariah di Indonesia sebagai lembaga perantara 
keuangan berbasis syariah dan dalam menjalankan aktivitasnya dapat 
diterapkan secara optimal, konkrit dan seutuhnya. 
Seperti diketahui, prinsip syariah yang menjadi landasan bank 
syariah bukan hanya sebatas landasan ideologis saja, melinkan juga 
merupakan landasan operasionalnya. Berkaitan dengan hal itu, bagi bank 
syariah dalam menjalankan aktivitasnya tidak hanya kegiatan usahanya 
                                                             
2
   Drs. Cik Basir, Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama 
dan Mahkamah Syariah, (Jakarta: Kencana, 2009), Hlm. 1. 
3 
atau produknya saja yang harus sesuai dengan prinsip syariah tetapi juga 
meliputi hubungan hukum yang tercipta dan akibat hukum yang timbul 
termasuk dalam hal jika terjadi sengketa antara pihak bank syariah 
dengan nasabahnya.3 Sengketa yang terjadi, biasanya berupa complain 
karena ketidaksesuain antara realitas dengan penawarannya, tidak sesuai 
dengan aturan main yang diperjanjikan, layanan dan alur birokrasi yang 
tidak masuk dalam draft akad, serta complain terhadap lambatnya proses 
kerja. 
Berkembang pesatnya kegiatan usaha dengan prinsip syariah di 
Indonesia, termasuk perbankan syariah telah diikuti pula dengan 
perkembangan lembaga penyelesaiannya. Terhadap cara penyelesaian 
sengketa perdata, khususnya sengketa bisnis, dikenal dua jalur 
penyelesaian yakni penyelesaian secara litigasi yaitu melalui lembaga 
peradilan dan secara non litigasi yaitu melalui alternatif penyelesaian 
sengketa (alternative dispute resolution) dan arbitrase. 
Proses penyelesaian sengketa secara litigasi dapat dilakukan 
melalui lembaga peradilan yaitu melalui pengadilan di dalam lingkungan 
Peradilan Umum dan melalui pengadilan di dalam lingkungan Peradilan 
Agama. Sementara proses penyelesaian secara non litigasi dapat 
dilakukan melalui beberapa institusi seperti: musyawarah mufakat, 
mediasi BI (untuk penyelesaian sengketa antar bank), mediasi pada 
Dewan Pengawas Syariah (DPS) masing - masing bank syariah dalam hal 
penyelesaian sengketa antar bank syariah dengan nasabahnya, dan 
arbitrase pada Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). 
                                                             
3
   Ibid. Hlm. 5. 
4 
Dalam kontrak yang dibuat antara pihak bank dengan nasabah 
terkait dengan penyelesaian sengketa ini, hal pertama yang disebut 
adalah keinginan bersama untuk melakukan musyawarah untuk mufakat 
apabila dikemudian hari terjadi sengketa dalam pelaksanaan perjanjian 
atau kontrak yang telah disepakati bersama. Baru kemudian, jika jalan 
musyawarah mengalami kegagalan ada jalur lain yang diperjanjikan baik 
itu melalui lembaga mediasi, lembaga arbitrase, atau menunjuk lembaga 
peradilan. 
Jadi, pada prisipnya mengenai cara untuk menyelesaikan sengketa 
diserahkan sepenuhnya kepada para pihak atau dengan kata lain 
menganut asas kebebasan berkontrak sebagaimana yang telah 
dituangkan dalam ketentuan Pasal 1338 jo. Pasal 1320 KUHPerdata. 
The last resort dari suatu penyelesaian sengketa adalah melalui 
lembaga peradilan. Hanya saja, selama ini muncul pertanyaan apakah 
Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama yang berkompeten dalam 
penyelesaian sengketa di bidang muamalah Islam. Sebab, sebelumnya 
sesuai dengan ketentuan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang 
Peradilan Umum sengketa dalam bidang perbankan syariah termasuk 
dalam ruang lingkup kewenangan absolute Peradilan Umum. Hanya saja, 
dalam hal ini persoalannya bukan hanya menyangkut hakim Peradilan 
Umum yang belum tentu menguasai masalah ekonomi syariah, 4  tetapi 
lebih dari itu, Peradilan Umum tidak menggunakan syariah Islam sebagai 
                                                             
4
   Karnaen Perwataatmadja, Bank dan Asuransi Islam Di Indonesia, (Jakarata: 
Prenada Media, 2005), Hlm. 295. 
5 
landasan hukum dalam menyelesaikan perkara - perkara yang diajukan 
kepadanya.5 
Sementara di sisi lain, Pengadilan Agama meski menggunakan 
syariah Islam sebagai landasan hukum dalam memutus perkara - 
perkaranya, hanya saja berdasarkan ketentuan Undang - Undang Nomor 
7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama hanya 
berwenang memeriksa, memutus, dan meyelesaikan perkara - perkara di 
tingkat pertama antara orang - orang yang beragama Islam di bidang 
perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan 
hukum Islam, serta wakaf dan shadaqoh. 
Dengan demikian kedua lingkungan peradilan tersebut pada 
dasarnya tidak secara tegas memiliki kewenangan dalam menyelesaikan 
sengketa di bidang ekonomi syariah. Keraguan yang muncul tersebut 
akhirnya berakhir setelah diterbitkannya Undang - Undang Nomor 3 Tahun 
2006 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 
Tentang Peradilan Agama. Salah satu poin penting yang terdapat dalam 
amandemen undang - undang tersebut ialah berupa perluasan 
kewenangan Pengadilan Agama dalam hal memeriksa, memutus dan 
menyelesaikan perkara di bidang ekonomi syariah. 
Pengadilan Agama sebagai salah satu badan peradilan yang 
melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan 
keadilan bagi orang - orang yang beragama Islam, dalam penjelasan 
Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 merinci perkara apa saja yang dimaksud 
                                                             
5
   Muh. Syafii Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek, (Jakarta: Gema Insani, 
2005), Hlm. 214. 
6 
dengan “perkawinan”, yang salah satunya juga menyebutkan tentang 
pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam. Dalam pasal yang sama, 
juga dijelaskan 11 (sebelas) kegiatan usaha yang termasuk dalam 
ekonomi syariah yakni bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, 
asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah 
dan surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, 
pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan 
syariah, dan bisnis syariah. 
Persoalan hukum kemudian muncul apabila melihat ketentuan 
penyelesaian sengketa perbankan syariah sebagaimana yang tercantum 
dalam Pasal 55 Ayat (2) UU Perbankan Syariah. Sebab, peluang 
diselesaikannya sengketa perbankan syariah dalam lingkungan Peradilan 
Umum kembali terbuka. Pasal 55 Ayat (2) undang - undang tersebut 
menyatakan bahwa “dalam hal para pihak telah memperjanjikan 
penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), 
penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad.” 
Kemudian lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 55 Ayat (2) tersebut 
dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “penyelesaian sengketa 
dilakukan sesuai dengan isi akad” adalah upaya sebagai berikut :  
a. Musyawarah; 
b. Mediasi perbankan; 
c. Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) atau 
lembaga arbitrase lain;  dan atau 
d. Melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.  
7 
Penjelasan Pasal 55 Ayat (2) diatas yang menyebutkan secara 
opsional penyelesaian sengketa perbankan syariah huruf (a), (b), dan (c) 
adalah sudah tepat dan sesuai dengan situasi sekarang ini yang 
menghendaki penyelesaian perkara secara non litigasi. Hanya saja, 
tawaran opsi dalam huruf (d) bisa menimbulkan persoalan hukum di 
kemudian hari sebab, bertentangan dengan Pasal 49 UU Nomor 23 Tahun 
2006 yang menyatakan sebaliknya. Artinya, terdapat dualisme 
penyelesaian sengketa perbankan syariah, yakni di Pengadilan Negeri 
dan di Pengadilan Agama. 
Sinkronisasi hukum kekuasaan kehakiman khususnya mengenai 
kewenangan Pengadilan Agama dalam menangani sengketa perbankan 
syariah sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 3 Tahun 2006 
kemudian dipertanyakan karena berimplikasi pada timbulnya sengketa 
kewenangan antar dua lembaga peradilan dalam hal penyelesaian 
sengketa dibidang perbankan syariah. Padahal, suatu tatanan hukum 
dapat dikatakan baik apabila terdapat sinkronisasi antar peraturan 
perundang - undangan yang ada. Sebaliknya, sebuah sistem hukum akan 
terganggu apabila ada aturan yang tidak sinkron dengan aturan yang lain. 
Dualisme penyelesaian sengketa perbankan syariah ini kemudian 
oleh beberapa kalangan tidak hanya dianggap sebatas persoalan 
sengketa kewenangan antara dua pranata sosial saja, tapi juga telah 
menimbulkan “ketidakpastian hukum” bagi para pihak yang bersengketa di 
dalamnya. Dan, hal ini tentunya bertentangan dengan amanah UUD NRI 
1945 sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 28D Ayat (1) yang secara 
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tegas menyatakan bahwa : “setiap orang berhak atas pengakuan, 
jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan 
yang sama dihadapan hukum.” 
Atas dasar tersebut di atas serta mengingat salah satu 
kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji suatu undang - undang 
terrhadap UUD NRI 1945 maka diajukanlah permohonan untuk dilakukan 
pengujian undang - undang (yudicial review) terhadap Undang - Undang 
Nomor 21 Tahun 2008 Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 94) yakni Pasal 55 Ayat (2) dan (3) yang 
mengatur tentang penyelesaian sengketa dengan pokok permohonan 
bahwa Pasal 55 Ayat (2) dan (3) undang - undang tersebut telah 
menimbulkan ketidakpastian hukum. Hasil pengujian ini kemudian 
dituangkan dalam amar putusan dengan Nomor 93/PUU-X/2012 Tentang 
Perbankan Syariah dan telah dibacakan pada tanggal 29 Agustus Tahun 
2013. 
 
B. Rumusan Masalah 
Bertolak pada latar belakang masalah di atas, maka dapat 
diidentifikasi beberapa masalah yang kemudian dirumuskan sebagai 
berikut: 
1. Bagaimanakah implikasi hukum putusan Mahkamah Konstitusi 
tersebut terhadap mekanisme penyelesaian sengketa perbankan 
syariah ? 
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2. Bagaimanakah kompetensi Pengadilan Agama dalam 
menyelesaikan sengketa perbankan syariah pasca keluarnya 
putusan Mahkamah Konstitusi ? 
 
C. Tujuan Penulisan 
1. Untuk mengetahui implikasi hukum putusan Mahkamah Konstitusi 
tersebut terhadap mekanisme penyelesaian sengketa perbankan 
syariah. 
2. Untuk mengetahui sejauh mana kompetensi Pengadilan Agama 
dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah pasca keluarnya 
putusan Mahkamah Konstitusi. 
 
D. Kegunaan Penulisan 
Adapun kegunaan penulisan skripsi ini diharapkan mampu 
menambah ilmu pengetahuan serta referensi pembaca di bidang Hukum 
Tata Negara khususnya mengenai analisis yuridis terhadap putusan 
Mahkamah Konstitusi dalam hal pengujian undang - undang, serta 
mengenai implikasi hukum putusan tersebut. Selain itu, diharapkan juga 
semoga hasil penulisan skripsi ini dapat berguna bagi kalangan praktisi 






A. Mahkamah Konstitusi 
Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan salah satu lembaga negara 
dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang juga merupakan pemegang 
kekuasaan kehakiman bersama - sama dengan Mahkamah Agung (MA). 
Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai hasil reformasi yang 
pembentukannya didasarkan pada Pasal 24 dan Pasal 24C Perubahan 
Ketiga Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
(UUD NRI 1945) jo. Pasal III Aturan Peralihan Perubahan Keempat UUD 
NRI 1945. 
Mahkamah Konstitusi didesain menjadi pengawal dan sekaligus 
penafsir terhadap UUD NRI 1945 melalui putusan - putusannya. Dalam 
menjalankan tugas konstitusionalnya, Mahkamah Konstitusi berupaya 
mewujudkan visi kelembagaannya, yaitu tegaknya konstitusi dalam rangka 
mewujudkan cita negara hukum dan demokrasi demi kehidupan 
kebangsaan dan kenegaraan yang bermartabat. Visi tersebutlah yang 
menjadi pedoman bagi Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan 
kekuasaan kehakiman secara merdeka dan bertanggung jawab sesuai 
amanat konstitusi.6 
 
                                                             
6
   Janedjri M. Gaffar, Kedudukan Fungsi dan Peran Mahkamah Konstitusi Dalam 
Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, (Surakarta: Jurnal Mahkamah 
Konstitusi, 2009), Hlm. 1 - 2.  
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1. Kedudukan dan Fungsi Mahkamah Konstitusi 
Berdasarkan Pasal 24 Ayat (1) UUD NRI 1945, yang menyatakan 
bahwa : 
1. Kekuasan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka 
untuk untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan 
hukum dan keadilan. 
2. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah 
Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam 
lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, 
lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha 
Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. 
 
Dengan demikian kedudukan Mahkamah Konstitusi adalah sebagai 
salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, di samping Mahkamah Agung. 
Mahkamah Konstitusi adalah lembaga peradilan yang dibentuk untuk 
menegakkan hukum dan keadilan dalam lingkup wewenang yang 
dimilikinya. Kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku kekuasaan 
kehakiman sejajar dengan pelaku kekuasaan kehakiman lainnya, yaitu 
Mahkamah Agung, serta sejajar pula dengan lembaga negara lain dari 
cabang kekuasaan yang berbeda sebagai konsekuensi dari prinsip 
supremasi konstitusi dan pemisahan atau pembagian kekuasaan 
(separation or distribution of power). Lembaga - lembaga negara lainnya 
meliputi Presiden, MPR, DPR, DPD dan BPK. Setiap lembaga negara 
yang menjalankan penyelenggaraan negara sebagai pelaksanaan 
kedaulatan rakyat berdasarkan dan di bawah naungan konstitusi. 
Kedudukan kelembagaan serta independensi Mahkamah Konstitusi 
kemudian diatur lebih lanjut melalui Undang - Undang Nomor 24 Tahun 
2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah menjadi 
Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang 
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- Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Dalam 
undang - undang tersebut dinyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi 
merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan 
kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan, dan 
bertanggung jawab untuk mengatur organisasi, personalia, administrasi, 
dan keuangannya sendiri, serta dapat mengatur lebih lanjut hal - hal yang 
diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya. 
Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung sama - sama 
merupakan pelaksana cabang kekuasaan kehakiman (judiciary) yang 
merdeka dan terpisah dari cabang kekuasaan lain, yaitu pemerintah 
(executive) dan lembaga permusyawaratan–perwakilan (legislature). 
Meski sederajat dan kedudukannya sama, hanya saja struktur kedua 
organ kekuasaan kehakiman ini terpisah satu sama lain. Mahkamah 
Konstitusi sebagai lembaga peradilan tingkat pertama dan terakhir dan 
tidak mempunyai struktur organisasi sebesar Mahkamah Agung yang 
merupakan puncak sistem peradilan yang strukturnya bertingkat secara 
vertikal dan secara horizontal mencakup lima lingkungan peradilan, yaitu 
lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, 
lingkungan Peradilan Agama, dan lingkungan Peradilan Militer. 
Meskipun tidak secara persis, Mahkamah Agung dapat 
digambarkan sebagai puncak peradilan yang berkaitan dengan tuntutan 
perjuangan keadilan bagi orang per orang ataupun subjek hukum lainnya, 
sedangkan Mahkamah Konstitusi tidak berurusan dengan orang per 
orang, melainkan dengan kepentingan umum yang lebih luas. 
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Sebagai organ kekuasaan kehakiman yang menjalankan fungsi 
kehakiman, Mahkamah Konstitusi bersifat independen, baik secara 
struktural maupun fungsional. Untuk mendukung independensinya, 
berdasarkan ketentuan undang - undang, Mahkamah Konstitusi juga 
mempunyai mata anggaran tersendiri, terpisah dari mata anggaran 
instansi lain. Hanya saja, sesuai dengan hukum administrasi yang berlaku 
umum, ketentuan mengenai organisasi dan tata kerja kesekretariat 
jenderalan dan kepaniteraan serta administrasi kepegawaian Mahkamah 
Konstitusi tetap terikat kepada peraturan perundang - undangan yang 
berlaku mengenai hal itu. Atas usul Ketua Mahkamah Konstitusi, 
Sekretaris Jenderal dan Panitera tetap diangkat dan diberhentikan dengan 
Keputusan Presiden. Bahkan hakim konstitusi secara administratif 
diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Presiden. 
Adapun fungsi konstitusional yang dimiliki oleh Mahkamah 
Konstitusi adalah fungsi peradilan untuk menegakkan hukum dan 
keadilan. Namun fungsi tersebut belum bersifat spesifik yang berbeda 
dengan fungsi yang dijalankan oleh Mahkamah Agung. Fungsi Mahkamah 
Konstitusi dapat ditelusuri dari latar belakang pembentukannya, yaitu 
untuk menegakkan supremasi konstitusi. Oleh karena itu ukuran keadilan 
dan hukum yang ditegakkan dalam peradilan Mahkamah Konstitusi adalah 
konstitusi itu sendiri yang dimaknai tidak hanya sekadar sebagai 
sekumpulan norma dasar, melainkan juga dari sisi prinsip dan moral 
konstitusi, antara lain prinsip negara hukum dan demokrasi, perlindungan 
hak asasi manusia, serta perlindungan hak konstitusional warga negara. 
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Di dalam Penjelasan Umum UU Mahkamah Konstitusi disebutkan 
bahwa tugas dan fungsi Mahkamah Konstitusi adalah menangani perkara 
ketatanegaraan atau perkara konstitusional tertentu dalam rangka 
menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai 
dengan kehendak rakyat dan cita - cita demokrasi. Selain itu, keberadaan 
Mahakamah Konstitusi juga dimaksudkan sebagai koreksi terhadap 
pengalaman ketatanegaraan yang ditimbulkan oleh tafsir ganda atas 
konstitusi.7 
Fungsi tersebut kemudian dijalankan melalui wewenang yang 
dimiliki, yaitu memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu 
berdasarkan pertimbangan konstitusional. Dengan sendirinya setiap 
putusan Mahkamah Konstitusi merupakan penafsiran terhadap konstitusi. 
Berdasarkan latar belakang ini setidaknya terdapat 5 (lima) fungsi yang 
melekat pada keberadaan Mahkamah Konstitusi dan dilaksanakan melalui 
wewenangnya, yaitu sebagai pengawal konstitusi (the guardian of the 
constitution), penafsir final konstitusi (the final interpreter of the 
constitution), pelindung hak asasi manusia (the protector of human rights), 
pelindung hak konstitutional warga negara (the protector of the citizen‟s 
constitutional rights), dan pelindung demokrasi (the protector of 
democracy).8 
 
                                                             
7
   A. Mukhtie Fadjar, Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi, (Jakarta: Sekertariat 
Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Repubik Indonesia, 2006), Hlm. 
119. 
8
   Asosiasi Pegajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Hukum Acara Mahkamah 
Konstitusi, (Jakarta: Sekertariat Jenderal dan Kepeaniteraan Mahkamah Konstitusi 
Republik Indonesia, 2010), Hlm. 10. 
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2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi 
Merujuk pada ketentuan Pasal 24C Ayat (1) dan (2) UUD NRI 1945, 
Mahkamah Konstitusi diberi kewenangan dalam melaksanakan kekuasaan 
kehakiman yang kemudian dijabarkan ke dalam empat kewenangan serta 
satu kewajiban Mahkamah Konstitusi. Dalam kedua ayat tersebut 
disebutkan bahwa : 
1. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat 
pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk 
menguji undang - undang terhadap Undang - Undang Dasar, 
memutus sengketa kewenangan Lembaga Negara yang 
kewenangannya diberikan oleh Undang - Undang Dasar, 
memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan 
tentang hasil pemilu.  
2. Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat 
Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran 
Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang - Undang 
Dasar. Berdasarkan kewenangan yang dimilikinya tersebut, 
Mahkamah Konstitusi merupakan pengadilan tingkat pertama 
dan terakhir yang putusannya bersifat final. Artinya, tidak ada 
upaya hukum lain atas putusan Mahkamah Konstitusi, seperti 
yang terjadi pada pengadilan lain. 
 
Dengan demikian, perkara - perkara yang diadili oleh Mahkamah 
Konstitusi pada umumnya menyangkut persoalan kelembagaan negara 
atau institusi politik yang menyangkut kepentingan umum yang luas 
ataupun yang berkenaan dengan pengujian terhadap norma hukum yang 
bersifat umum dan abstrak, bukan urusan orang per orang atau kasus 
demi kasus ketidakadilan secara individuil dan konkrit. Kendati demikian, 
pada kenyataannya juga terdapat persoalan yang bersifat konkrit dan 
individuil seperti yang berkenaan dengan perkara „impeachment‟ terhadap 
Presiden atau Wakil Presiden. Oleh karena itu, pada pokoknya Mahkamah 
Agung pada hakikatnya adalah „court of justice‟, sedangkan Mahkamah 
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Konstitusi adalah „court of law‟.9 Yang satu mengadili ketidakadilan untuk 
mewujudkan keadilan, sedangkan yang kedua mengadili sistem hukum 
dan sistem keadilan itu sendiri. 
Dalam hal kewenangan pengujian undang - undang, rancangan 
undang - undang yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat 
(DPR) dan Presiden untuk menjadi undang - undang, kini tidak lagi 
bersifat final melainkan dapat diuji material (judicial review) ataupun uji 
formil (procedural) oleh Mahkamah Konstitusi atas permintaan pihak 
tertentu.10 Permintaan pengujian undang - undang ini dapat dilakukan oleh 
masyarakat baik individu ataupun masyarakat hukum adat (sepanjang 
masih diakui keberadaannya) yang merasa hak konstitusionalnya 
dirugikan akibat pelaksanaan dari suatu undang - undang. 
Menurut Jimly Asshiddiqie, selain undang - undang, Mahkamah 
Konstitusi juga berwenang menguji Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang - Undang (Perpu), sebab Perpu merupakan undang - undang 
dalam arti materiil (wet in materiele zin). 11  Kewenangan Mahkamah 
Konstitusi menguji konstitusionalitas Perpu terhadap UUD NRI 1945 untuk 
mencegah terjadinya kemungkinan yang tidak diinginkan yaitu Perpu yang 
                                                             
9
   Kedua istilah ini seringkali dikaitkan dengan pembedaan pengertian antara keadilan 
formal dengan keadilan substantive, seperti dalam istilah “court of law” versus “court 
of just law” yang diidentikkan dengan pengertian “court of justice”. Namun disini 
kedua istilah ini dipakai untuk tujuan memudahkan pembedaan antara hakikat 
pengertian peradilan oleh Mahkamah Agung dan oleh Mahkamah Konstitusi. 
10
   Taufiqurrohman Syahuri, Tafsir Konstitusi Dari Berbagai Aspek Hukum, (Jakarta: 
Kencana, 2011), Hlm. 111. 
11
   Jimmly Asshiddiqie, Perihal Undang - Undang di Indonesia, (Jakarta: Sekretariat 
Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006), Hlm. 
87. 
17 
sewenang - wenang, sedangkan masa berlaku Perpu tersebut hingga 
persidangan DPR berikutnya untuk mendapatkan persetujuan DPR. 
Pengaturan tentang Perpu terdapat dalam BAB VII Tentang DPR 
Pasal 22 UUD NRI 1945. Hal tersebut menunjukkan bahwa pada 
dasarnya Perpu merupakan bagian dari kewenangan DPR (membentuk 
UU) akan tetapi karena dibentuk dalam keadaan hal ihwal kegentingan 
yang memaksa, maka Perpu dibentuk dengan cara yang khusus yaitu oleh 
Presiden tanpa melalui persetujuan DPR terlebih dulu. Persetujuan DPR 
akan diberikan dalam persidangan berikutnya, dan jika tidak mendapat 
persetujuan maka Peraturan Pemerintah tersebut harus dicabut. 
3. Putusan Mahkamah Konstitusi 
Putusan adalah suatu pernyataan yang dibuat oleh hakim sebagai 
pejabat negara yang telah diberikan wewenang untuk itu, yang 
diucapkan/dibacakan dalam suatu persidangan yang bertujuan untuk 
menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara atau sengketa yang terjadi 
di antara para pihak.12 Idealnya, suatu putusan pada pokoknya haruslah 
mengandung “idee des recht” atau cita hukum yang meliputi unsur 
keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Dalam memutuskan suatu 
perkara, hakim harus memberikan putusan secara objektif dengan selalu 
memunculkan suatu penemuan - penemuan hukum baru (recht vinding). 
Salah satu hal yang patut digaris bawahi terkait putusan Mahkamah 
Konstitusi ialah sifat dari putusan Mahkamah Konstitusi itu sendiri. 
Berdasarkan kewenangan yang dimilikinya, Mahkamah Konstitusi 
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   Soedikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Yogyakarta: Liberty, 
1999), Hlm. 175. 
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merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir yang putusannya 
bersifat final. Artinya, tidak ada upaya hukum lain yang dapat diajukan 
terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Tidak seperti yang terjadi pada 
pengadilan lain dimana seseorang dapat melakukan upaya hukum 
terhadap putusan hakim seperti, upaya hukum banding atas putusan 
hakim pengadilan tingkat satu, upaya hukum kasasi atas putusan hakim 
pengadilan banding, dan Peninjauan Kembali (PK) terhadap putusan 
kasasi. 
a. Jenis Putusan 
Terdapat dua jenis putusan hakim dalam suatu proses peradilan, 
yaitu putusan yang mengakhiri suatu perkara atau sengketa yang diadili 
atau putusan akhir dan putusan yang dibuat di dalam dan menjadi bagian 
dari proses peradilan yang belum mengakhiri perkara atau sengketa yang 
disebut dengan putusan sela atau putusan provisi. Putusan sela atau 
putusan provisi adalah putusan yang diberikan oleh majelis hakim atas 
permohonan pihak yang bersengketa terkait dengan suatu hal yang 
berhubungan dengan perkara yang diperiksa atau atas pertimbangan 
hakim. Putusan sela dapat berupa permintaan untuk melakukan atau tidak 
melakukan sesuatu atau terkait dengan status hukum tertentu sebelum 
putusan akhir dijatuhkan. 
Dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi, putusan provisi pada 
awalnya hanya terdapat dalam perkara sengketa kewenangan 
konstitusional lembaga negara. Hal ini didasarkan pada Pasal 63 UU 
Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi 
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dapat mengeluarkan penetapan yang memerintahkan pada pemohon 
dan/atau termohon untuk menghentikan sementara pelaksanaan 
kewenangan yang dipersengketakan sampai ada putusan Mahkamah 
Konstitusi.13 Pada perkembangannya, putusan sela juga dikenal dalam 
perkara pengujian undang - undang dan perselisihan hasil Pemilu. 
b. Sifat Putusan 
Dilihat dari amar dan akibat hukumnya, putusan dapat dibedakan 
menjadi tiga, yaitu declaratoir, constitutief, dan condemnatoir.14 Putusan 
declaratoir adalah putusan hakim yang menyatakan apa yang menjadi 
hukum. Misalnya pada saat hakim memutuskan pihak yang memiliki hak 
atas suatu benda atau menyatakan suatu perbuatan sebagai perbuatan 
melawan hukum. 
Putusan constitutief adalah putusan yang meniadakan suatu 
keadaan hukum dan atau menciptakan suatu keadaan hukum baru. 
Sedangkan putusan condemnatoir adalah putusan yang berisi 
penghukuman tergugat atau termohon untuk melakukan suatu prestasi. 
Misalnya, putusan yang menghukum tergugat membayar sejumlah uang 
ganti rugi. 
Secara umum putusan Mahkamah Konstitusi bersifat declaratoir 
dan constitutief. Putusan Mahkamah Konstitusi berisi pernyataan apa 
yang menjadi hukumnya dan sekaligus dapat meniadakan keadaan 
hukum dan menciptakan keadaan hukum baru. Dalam perkara pengujian 
undang - undang, putusan yang mengabulkan bersifat declaratoir karena 
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   Asosiasi Pegajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, loc cit., Hlm. 51 - 52. 
14
   Ibid. Hlm. 55. 
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menyatakan apa yang menjadi hukum dari suatu norma undang - undang, 
yaitu bertentangan dengan UUD NRI 1945. Pada saat yang bersamaan, 
putusan tersebut meniadakan keadaan hukum berdasarkan norma yang 
dibatalkan dan menciptakan keadaan hukum baru.  
Menurut Maruarar Siahaan, putusan Mahkamah Konstitusi yang 
mungkin memiliki sifat condemnatoir adalah dalam perkara sengketa 
kewenangan konstitusional lembaga negara, yaitu memberi hukuman 
kepada pihak termohon untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. 
Dalam Pasal 64 Ayat (3) UU Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa 
dalam hal permohonan dikabulkan untuk perkara sengketa kewenangan 
konstitusional lembaga negara, Mahkamah Konstitusi menyatakan dengan 
tegas bahwa termohon tidak mempunyai kewenangan untuk 
melaksanakan kewenangan yang dipersengketakan.15 
c. Pengambilan Keputusan 
Dalam hal pengambilan keputusan, putusan diambil dalam rapat 
permusyawaratan hakim (RPH). Dalam proses pengambilan putusan, 
setiap Hakim Konstitusi wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat 
tertulis terhadap permohonan.16 Putusan harus diupayakan semaksimal 
mungkin diambil dengan cara musyawarah untuk mufakat.17 Apabila tidak 
dapat dicapai mufakat, musyawarah ditunda sampai RPH berikutnya.18 
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   Maruarar Siahaan, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 
(Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik 
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   Pasal 45 Ayat (5) UU No. 24 Tahun 2003. 
17
   Pasal 45 Ayat (4) dan Ayat (7) UU No. 24 Tahun 2003. 
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   Pasal 45 Ayat (6) UU No. 24 Tahun 2003. 
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Apabila tetap tidak dapat dicapai mufakat, putusan diambil berdasarkan 
suara terbanyak. 19  Di dalam Penjelasan Pasal 5 Ayat (5) UU No. 24 
Tahun 2003 ditentukan bahwa dalam sidang permusyawaratan 
pengambilan putusan tidak ada suara abstain. 
RPH pengambilan putusan adalah bagian dari proses memeriksa, 
mengadili, dan memutus perkara. Oleh karena itu RPH harus diikuti ke 9 
hakim konstitusi, kecuali dalam kondisi luar biasa putusan dapat diambil 
oleh 7 hakim konstitusi. Perihal kondisi luar biasa, tidak ada penjelasan 
apa yang dimaksud dengan frase tersebut. Secara wajar, tentu yang 
dimaksud kondisi luar biasa adalah halangan yang tidak dapat dihindari 
yang menyebabkan seorang hakim konstitusi tidak dapat menghadiri RPH, 
misalnya karena alasan sakit. 
Dalam kondisi luar biasa tersebut, dimungkinkan putusan diambil 
oleh 8 atau 7 orang hakim konstitusi. Pada saat diikuti oleh 8 orang hakim 
konstitusi, dan putusan tidak dapat diambil secara mufakat, terdapat 
kemungkinan perbandingan suara dalam pengambilan putusan adalah 4 
berbanding 4. Misalnya dalam perkara permohonan pengujian undang - 
undang terdapat 4 hakim konstitusi mengabulkan dan 4 hakim konstitusi 
menolak atau tidak menerima. Pada kasus seperti ini dalam ketentuan 
Pasal 45 Ayat (8) UU No. 24 Tahun 2003 menyatakan bahwa suara ketua 
sidang pleno hakim konstitusi. Dengan demikian, pada saat komposisi 
perbandingan suara sama banyak, suara ketua sidang yang akan 
menentukan putusan Mahkamah Konstitusi. 
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Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap 
sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Hal ini 
merupakan konsekuensi dari sifat putusan Mahkamah Konstitusi yang 
ditentukan oleh UUD NRI 1945. Dengan demikian setelah putusan 
dibacakan, Mahkamah Konstitusi wajib mengirimkan salinan putusan 
kepada para pihak dalam jangka waktu paling lambat 7 hari kerja sejak 
putusan diucapkan. 
d. Isi Putusan 
Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara harus didasarkan 
pada UUD NRI 1945 dengan berpegang pada alat bukti dan keyakinan 
masing - masing hakim konstitusi.20 Alat bukti yang dimaksud sekurang - 
kurangnya 2 (dua) seperti hakim dalam memutus perkara tindak pidana. 
Dalam putusan Mahkamah Konstitusi harus memuat fakta yang terungkap 
dalam persidangan dan pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan 
apakah putusannya menolak permohonan (Ontzigd), permohonan tidak 
diterima (Niet Ontvakelijk Verklaard) atau permohonan dikabulkan. 
Putusan yang telah dicapai dalam RPH dapat diucapkan dalam 
sidang pleno pengucapan putusan hari itu juga, atau dapat ditunda pada 
hari lain. Jadwal sidang pengucapan putusan harus diberitahukan kepada 
para pihak. 21  Putusan ditandatangani oleh hakim yang memeriksa, 
mengadili, dan memutus, serta oleh panitera. 
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Mahkamah Konstitusi memberi putusan Demi Keadilan 
Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Setiap putusan Mahkamah 
Konstitusi harus memuat:22 
a. Kepala putusan yang berbunyi: “DEMI KEADILAN 
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”; 
b. Identitas pihak, dalam hal ini terutama adalah identitas pemohon 
dan termohon (jika dalam perkara dimaksud terdapat pihak 
termohon), baik prinsipal maupun kuasa hukum; 
c. Ringkasan permohonan; 
d. Pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam 
persidangan; 
e. Pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan; 
f. Amar putusan; dan 
g. Hari, tanggal putusan, nama hakim konstitusi, dan panitera. 
Selain bagian - bagian di atas, Pasal 45 Ayat (10) UU No. 24 Tahun 
2003 mengamanatkan bahwa pendapat anggota Majelis Hakim yang 
berbeda dimuat dalam putusan. Pendapat berbeda memang mungkin, dan 
dalam praktik sering terjadi, karena putusan dapat diambil dengan suara 
terbanyak jika musyarawah tidak dapat mencapai mufakat. Pendapat 
berbeda dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu (1) dissenting opinion; 
dan (2) concurent opinion atau consenting opinion. Dissenting opinion 
adalah pendapat berbeda dari sisi substansi yang memengaruhi 
perbedaan amar putusan. Sedangkan concurent opinion adalah pendapat 
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berbeda yang tidak memengaruhi amar putusan. 23  Perbedaan dalam 
concurent opinion adalah perbedaan pertimbangan hukum yang 
mendasari amar putusan yang sama. 
Concurent opinion karena isinya berupa pertimbangan yang 
berbeda dengan amar yang sama tidak selalu harus ditempatkan secara 
terpisah dari hakim mayoritas, tetapi dapat saja dijadikan satu dalam 
pertimbangan hukum yang memperkuat amar putusan. Sedangkan 
dissenting opinion, sebagai pendapat berbeda yang memengaruhi amar 
putusan harus dituangkan dalam putusan. Dissenting opinion merupakan 
salah satu bentuk pertanggung jawaban moral hakim konstitusi yang 
berbeda pendapat serta wujud transparansi agar masyarakat mengetahui 
seluruh pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi. 
Adanya dissenting opinion tidak memengaruhi kekuatan hukum 
putusan Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi yang 
diambil secara mufakat oleh 9 hakim konstitusi tanpa perbedaan pendapat 
memiliki kekuatan yang sama, tidak kurang dan tidak lebih, dengan 
putusan Mahkamah Konstitusi yang diambil dengan suara terbanyak 
dengan komposisi 5 berbanding 4. 
Dalam praktik putusan Mahkamah Konstitusi, penempatan 
dissenting opinion mengalami beberapa perubahan. Pertama kali, 
dissenting opinion ditempatkan pada bagian pertimbangan hukum 
Mahkamah setelah pertimbangan hukum mayoritas, baru diikuti dengan 
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   Jimly Asshiddiqie, Hukum Acara Pengujian Undang - Undang, (Jakarta: Sekertariat 
Jenderal dan Kepeaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2005) Hlm. 
289 - 291. 
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amar putusan. 24  Pada perkembangannya, penempatan demikian 
dipandang akan membingungkan masyarakat yang membaca putusan 
karena setelah membaca dissenting opinion baru membaca amar putusan 
yang tentu saja bertolak belakang. Terlebih lagi apabila dissenting opinion 
tersebut cukup banyak sebanding dengan pertimbangan hukum hakim 
mayoritas. 
Oleh karena itu penempatan dissenting opinion tersebut kembali 
diubah, yaitu setelah amar putusan tetapi sebelum bagian penutup dan 
tanda tangan hakim konstituti serta panitera pengganti. Saat ini, dissenting 
opinion ditempatkan setelah penutup dan tanda tangan hakim konstitusi 
namun sebelum nama dan tanda tangan panitera pengganti. 
 
B. Pengujian Undang – Undang 
Definisi dari suatu istilah sangat tergantung dari sistem hukum yang 
dianut oleh negara yang bersangkutan, sistem pemerintahan, dan sejarah 
ketatanegaraan sebuah negara. Istilah judicial review selain digunakan 
pada negara yang menggunakan common law system juga digunakan 
dalam membahas tentang pengujian pada negara yang menganut civil law 
system. 
Sebagaimana yang dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie, yaitu: 
„Judicial Review‟ merupakan upaya pengujian oleh lembaga judicial 
terhadap produk hukum yang ditetapkan oleh cabang kekuasaan legislatif, 
eksekutif, ataupun yudikatif dalam rangka penerapan prinsip „checks and 
                                                             
24
   Model ini pernah digunakan untuk satu putusan, yaitu pada putusan Mahkamah 
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balances‟ berdasarkan sistem pemisahan kekuasaan negara (separation 
of power). 25  Walaupun menggunakan istilah yang sama yaitu judicial 
review, akan tetapi karena sistem hukum yang menjadi landasan berbeda, 
maka definisinya akan berbeda, karena pada negara dengan common law 
system tidak dikenal adanya suatu peradilan khusus yang mengadili 
pegawai administrasi negara sebagaimana dalam civil law system, maka 
terhadap tindakan administrasi negara juga diadili di peradilan umum. Hal 
itu menyebabkan pada negara yang menganut common law system hakim 
berwenang menilai tidak hanya peraturan perundang - undangan, tapi juga 
tindakan administrasi negara terhadap UUD.26 
Adapun menurut Sumantri, pengujian undang - undang merupakan 
suatu wewenang untuk menilai apakah suatu peraturan perundang - 
undangan isinya sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih 
tinggi derajatnya, serta apakah suatu kekuasaan tertentu berhak 
mengeluarkan suatu peraturan tertentu. 
Istilah pengujian peraturan perundang - undangan dapat dibagi 
berdasarkan subjek yang melakukan pengujian, objek peraturan yang 
diuji, waktu pengujian, serta jenis pengujiannya. 
1. Subjek  Pengujian 
Dilihat dari segi subjek yang melakukan pengujian, pengujian dapat 
dilakukan oleh hakim (toetsingsrecht van de rechter atau judicial review), 
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   Fatmawati, Hak Menguji (Toetsingsrecht) Yang Dimiliki Oleh Hakim Dalam 
Pengujian Udang - Undang, (Jakarta: PT Radja Grafindo, 2005), Hlm. 10. 
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pengujian oleh lembaga legislatif (legislative review),27 maupun pengujian 
oleh lembaga eksekutif (executive review). Dalam praktiknya Indonesia 
mengatur ketiga pengujian tersebut. 
Pengaturan mengenai pengujian peraturan perundang - undangan 
oleh hakim (toetsingsrecht van de rechter atau judicial review) pertama 
kali diatur dalam Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang 
Ketentuan - Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang mengatur 
pengujian terhadap peraturan perundang - undangan di bawah undang - 
undang terhadap undang - undang merupakan kewenangan Mahkamah 
Agung. Sementara kewenangan pengujian undang - undang terhadap 
UUD NRI 1945 merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi setelah 
dilakukan amandemen terhadap UUD NRI 1945. 
Pengujian undang - undang oleh lembaga legislatif (legislative 
review) dilakukan dalam kapasitas sebagai lembaga yang membentuk dan 
membahas serta menyetujui undang - undang (bersama - sama dengan 
Presiden). Sebelum perubahan UUD NRI 1945, pengujian undang - 
undang terhadap UUD NRI 1945 berada pada MPR berdasarkan 
Ketetapan MPR RI Nomor III/MPR/2000 Tentang Sumber Hukum dan 
Tata Urutan Peraturan Perundang - Undangan. Menurut Padmo Wahjono 
hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa undang - undang sebagai 
konstruksi yuridis yang maksimal untuk mencerminkan kekuasaan 
tertinggi pada rakyat, sebaiknya diuji oleh MPR.28 
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   Padmo Wahjono, Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum, Cet. 2, (Jakarta: 
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Sebagaimana pengujian oleh lembaga legislatif (legislative review), 
pengujian oleh lembaga eksekutif (executive review) dilakukan terhadap 
peraturan perundang - undangan yang dibentuk oleh lembaga eksekutif. 
Salah satu contoh pengujian oleh lembaga eksekutif (executive review) 
adalah dalam hal pengujian Peraturan Daerah (Perda). Berdasarkan Pasal 
136 Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan 
Daerah, Perda dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau 
peraturan perundang - undangan yang lebih tinggi. Kemudian, 
berdasarkan Pasal 145 UU Pemerintahan Daerah, Pemerintah dapat 
membatalkan Perda yang bertentangan dengan kepentingan umum 
dan/atau peraturan perundang - undangan yang lebih tinggi. Keputusan 
pembatalan Perda ditetapkan dalam Peraturan Presiden. 
2. Objek Pengujian 
Yang dimaksud dengan objek pengujian yang diuraikan di sini 
adalah objek norma hukum yang diuji. Secara umum, norma hukum itu 
dapat berupa keputusan - keputusan hukum (i) sebagai hasil kegiatan 
penetapan (menetapkan) yang bersifat administrative yang dalam bahasa 
Belanda disebut sebagai beschikking; atau (ii) sebagai hasil kegiatan 
penghakiman (menghakimi atau mengadili) berupa vonnis oleh hakim; 
atau (iii) sebagai hasil kegiatan pengaturan (mengatur) yang dalam 
bahasa Belanda biasa disebut regeling, baik yang berbentuk legislasi 
berupa legislative acts atau pun yang berbentuk regulasi berupa executive 
acts.29 Ketiga bentuk norma hukum tersebut di atas, ada yang merupakan 
                                                             
29
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individual and concrete norms, dan ada pula yang merupakan general and 
abstract norms. Vonnis dan beschikking selalu bersifat individual and 
concrete, sedangkan regeling selalu bersifat general and abstract.30  
Pada pokoknya ketiga bentuk norma hukum tersebut diatas, yaitu 
Produk Peraturan (Regels), Keputusan (Beschikkings), dan Penghakiman 
Putusan (Vonnis), sama - sama dapat diuji secara hukum pula. Secara 
umum, istilah pengujian atau peninjauan kembali itu dalam bahasa 
Inggrisnya adalah review, yang apabila di lakukan oleh hakim, disebut 
sebagai judicial review. Misalnya, pengujian hakim terhadap putusan 
hakim pengadilan dibawahnya (banding, kasasi dan PK) juga biasa 
disebut sebagai judicial review. Demikian pula pengujian hakim atas 
norma - norma peraturan umum biasa disebut sebagai judicial review. 
Jimly Asshiddiqie juga membedakan jika pengujian itu dilakukan 
terhadap norma hukum yang bersifat abstrak dan umum (general and 
abstract norms) secara “a posteriori”, maka pengujian itu dapat disebut 
sebagai “judicial review”, akan tetapi jika ukuran pengujian itu dilakukan 
dengan menggunakan konstitusi sebagai alat pengukur maka, maka 
kegiatan pengujian semacam itu dapat disebut sebagai “constitutional 
review” atau pengujian konstitusional, yaitu pengujian mengenai 
konstitusionalitas dari norma hukum yang sedang diuji (judicial review on 
the constitutionality of law).31 
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   Hans Kelsen, Teori Umum Tentang Hukum dan Negara, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 
2009), Hlm. 37 - 38. 
31
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Dengan demikian, objek pengujian itu sendiri cukup luas cakupan 
pengertiannya. Namun, yang dimaksud disini dibatasi hanya dalam 
konteks pengujian produk peraturan saja. Hal ini pun perlu dibedakan lagi 
antara produk legislative dan produk regulative antara legislative acts dan 
executive acts. Bahkan dalam sistem pengujian peraturan di Indonesia 
berdasarkan Pasal 24A jo. Pasal 24C UUD NRI 1945, juga perlu 
dibedakan antara undang - undang dan peraturan di bawah undang - 
undang. Pengujian konstitusionalitas undang - undang dilakukan oleh 
Mahkamah Konstitusi, sedangkan pengujian legalitas peraturan di bawah 
undang - undang oleh Mahkamah Agung. 
Adapun perbedaan antara produk legislatif dan produk regulatif 
yaitu, produk legislatif adalah produk peraturan yang ditetapkan oleh atau 
dengan melibatkan peran lembaga perwakilan rakyat, baik sebagai 
legislator ataupun co-legislator.32 Dalam sistem hukum Indonesia dewasa 
ini, pada tingkat nasional yang dapat disebut sebagai lembaga legislator 
utama atau legislatif utama adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan 
co-legislator adalah Presiden dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). 
Sementara, produk regulatif adalah produk pengaturan (regulasi) oleh 
lembaga eksekutif yang menjalankan peraturan yang ditetapkan oleh 
lembaga legislatif dengan mendapatkan delegasi kewenangan untuk 
mengatur lebih lanjut materi muatan produk legislatif yang dimaksud itu ke 
dalam peraturan pelaksanaan yang lebih rendah tingkatannya.33 
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3. Waktu Pengujian 
Dalam konteks pengujian undang - undang berdasarkan waktu 
pengujiannya, dikenal istilah judicial review dan judicial preview yang 
mana review berarti memandang, menilai, atau menguji kembali, yang 
berasal dari kata re dan view. Sedangkan pre dan view atau preview 
adalah kegiatan memandangi sesuatu lebih dulu dari sempurnanya 
keadaan objek yang dipandang itu. 
Dalam hubungannya dengan objek undang - undang Jimly 
Asshiddiqie mengemukakan perbedaan antara judicial review dan judicial 
preview sebagai berikut: 
Jika pengujian itu dilakukan terhadap norma hukum yang bersifat 
abstrak dan umum (general and abstract norms) secara “a posteriori”, 
maka pengujian itu dapat disebut sebagai “judicial review”. Akan tetapi jika 
pengujian itu bersifat “a priori”, yaitu terhadap rancangan undang - undang 
yang telah disahkan oleh parlemen tetapi belum diundangkan 
sebagaimana mestinya, maka namanya bukan “judicial review”, melainkan 
“judicial preview”.34 
4. Jenis Pengujian 
Dalam teori tentang pengujian (toetsing), dibedakan antara 
materiile toetsing dan formeele toetsing. Pembedaan tersebut biasanya 
dikaitkan dengan perbedaan pengertian antara wet in materiile zin 
(undang - undang dalam arti materiil) dan wet in formele zin (undang - 
undang dalam arti formal). Kedua bentuk pengujian tersebut oleh UU 
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Mahkamah Konstitusi dibedakan dengan istilah pembentukan undang - 
undang dan materi muatan undang - undang. 35  Pengujian atas materi 
muatan undang - undang adalah pengujian materiil, sedangkan pengujian 
atas pembentukannya adalah pengujian formil. 
Dalam Pasal 51 Ayat (3) UU No. 24 Tahun 2003 ditentukan bahwa 
dalam permohonannya, pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa 
(a) pembentukan undang - undang tidak memenuhi ketentuan 
berdasarkan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945; dan/atau (b) materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian 
undang - undang dianggap bertentangan dengan Undang -Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Artinya, objek pengujian atas 
suatu undang - undang sebagai produk hukum (by product) tidak selalu 
terkait dengan materi undang - undang, melainkan dapat pula terkait 
dengan proses pembentukan undang - undang itu. 
Jika pengujian undang - undang tersebut di lakukan atas materinya, 
maka pengujian demikian disebut pengujian materiil yang dapat 
mengakibatkan dibatalkannya sebagian materi undang - undang yang 
bersangkutan. Pada umumnya, Mahkamah Konstitusi hanya membatalkan 
bagian - bagian saja dari materi muatan suatu undang - undang yang diuji 
itu dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 
Sedangkan selebihnya tetap berlaku sebagaimana adanya. Yang 
dimaksud dengan materi muatan undang - undang itu, ialah isi ayat, pasal, 
dan/atau bagian - bagian tertentu dari suatu undang - undang. 
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Harun Alrasid mengemukakan bahwa hak menguji materiil ialah 
mengenai kewenangan pembuat undang - undang dan apakah isinya 
bertentangan atau tidak dengan peraturan yang lebih tinggi.36 Sementara 
Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa pengujian materiil berkaitan dengan 
kemungkinan pertentangan materi suatu peraturan dengan peraturan lain 
yang lebih tinggi ataupun menyangkut kekhususan - kekhususan yang 
dimiliki suatu aturan dibandingkan dengan norma - norma yang berlaku 
umum.37 Beliau menjelaskan lebih lanjut, misalnya, berdasarkan prinsip 
‟lex specialis derogate legi generalis‟, maka suatu peraturan yang bersifat 
khusus dapat dinyatakan tetap berlaku oleh hakim, meskipun isinya 
bertentangan dengan materi peraturan yang bersifat umum. Sebaliknya, 
suatu peraturan dapat pula dinyatakan tidak berlaku jikalau materi yang 
terdapat di dalamnya dinilai oleh hakim nyata - nyata bertentangan 
dengan norma aturan yang lebih tinggi sesuai dengan prinsip ‟lex superiori 
derogate legi inferiori‟.38 
Adapun pengertian dari pengujian formil menurut Sri Soemantri dan 
Harun Alrasid mendefinisikan pengujian formil sebagaimana yang 
dikemukakan dalam UU Mahkamah Konstitusi. Sri Soemantri menjelaskan 
bahwa yang dimaksud dengan hak menguji formal adalah wewenang 
untuk menilai, apakah suatu produk legislatif seperti undang - undang 
misalnya, terjelma melalui cara - cara (procedure) sebagaimana telah 
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ditentukan/diatur dalam peraturan perundang - undangan yang berlaku 
ataukah tidak, sedangkan Harun Alrasid mengemukakan bahwa hak 
menguji formal ialah mengenai prosedur pembuatan undang - undang.39 
Akan tetapi apa yang dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie merupakan 
pendapat yang mencakup berbagai aspek mengenai pengujian formal. 
Jimly Asshiddiqie mengemukakan bahwa secara umum, yang dapat 
disebut sebagai pengujian formil (formeele toetsing) tidak hanya 
mencakup proses pembentukan undang - undang dalam arti sempit, tetapi 
juga mencakup pengujian mengenai aspek bentuk undang - undang, dan 
pemberlakuan undang - undang. 40  Juga dijelaskan bahwa pengujian 
formal biasanya terkait dengan soal - soal prosedural dan berkenaan 
dengan legalitas kompetensi institusi yang membuatnya.41 
 
C. Perbankan Syariah 
Secara etimologi, perbankan syariah atau perbankan Islam (Islamic 
banking system atau intersest fee banking) berasal dari bahasa Arab yakni 
“al – Mashrafiyah al – Islamiyah” yang artinya adalah suatu sistem 
perbankan yang pelaksanaannya didasarkan pada hukum Islam (syariah). 
Pembentukan sistem ini berdasarkan adanya larangan bagi orang - orang 
yang beragama Islam untuk menjalankan suatu perbankan yang dalam 
pelaksanaan operasionalnnya menggunakan sistem bunga pinjaman 
(riba), spekulasi (maisir), ketidakpastian (gharar), serta larangan untuk 
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   Harun Alrasid, loc cit.., Hlm. 2. 
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   Jimmly Asshiddiqie, loc cit., Hlm. 62 - 63. 
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   Jimmly Asshiddiqie, Menelaah Putusan … op cit., Hlm. 1. 
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berinvestasi pada usaha - usaha berkategori terlarang (haram). Sistem 
perbankan konvensional tidak dapat menjamin absennya hal - hal tersebut 
dalam investasinya, misalnya dalam usaha yang berkaitan dengan 
produksi makanan atau minuman haram, usaha media atau hiburan yang 
tidak Islami, dan lain - lain. 
Menurut UU Perbankan Syariah, bank syariah didefinisikan sebagai 
bank yang kegiatan usahanya didasarkan kepada prinsip syariah dan 
menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan 
Rakyat Syariah.42 Prinsip syariah yang dimaksud adalah prinsip hukum 
Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh 
lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang 
syariah.43 
Pada umumnya, bank syariah mempunyai fungsi yang sama seperti 
halnya bank konvensional yakni sebagai suatu lembaga intermediasi 
(intermediary financial institution) yang berarti memobilisasi dana dan 
mendistribusikan kembali dana tersebut dari dan kepada masyarakat, 
lembaga atau jenis - jenis usaha produktif lainnya. 
Demikian pula halnya dengan tujuannya, selain berfungsi 
sebagaimana lazimnya suatu lembaga keuangan perbankan, perbankan 
syariah di Indonesia juga diarahkan untuk berperan aktif sebagai agen 
pembangunan yang bertujuan mendukung pelaksanaan pembangunan 
nasional, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional 
kearah peningkatan taraf hidup rakyat banyak. 
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   Pasal 1 angka (7) UU No. 21 Tahun 2008. 
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   Pasal 1 angka (12) UU No. 21 Tahun 2008. 
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1. Dasar Hukum Perbankan Syariah 
Dalam menghadapi perkembangan perekonomian nasional yang 
mengalami perubahan secara cepat dan tantangan yang semakin berat, 
maka diperlukan perbankan nasional yang dapat melayani nasabah 
secara optimal. Oleh karenanya, diperlukan pengaturan kegiatan bank 
syariah yang komprehensif, jelas dan mengandung kepastian hukum. 
Bank syariah di Indonesia secara yuridis diatur dan diakui 
keberadaannya melalui beberapa peraturan perundang - undangan. 
Pertama, Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. 
Kedua, Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas 
Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Ketiga, 
Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. 
Undang - undang inilah yang menjadi dasar hukum pokok atas berlakunya 
perbankan syariah di Indonesia saat ini. 
Adapun undang - undang lainnya yang dapat dikatakan sebagai 
dasar pemberlakuan perbankan syariah di Indonesia adalah Undang - 
Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang 
Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia dan Undang - Undang 
Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 
7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang kini telah diubah kembali 
menjadi Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan 
Agama. 
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Sebagai tindak lanjut atas dikeluarkannya undang - undang 
sebagaimana yang telah disebutkan diatas, maka Bank Indonesia juga 
turut mengeluarkan beberapa peraturan pelaksanaan yang mengatur 
secara lebih rinci pemberlakuan kegiatan usaha bank berdasarkan prinsip 
syariah. Peraturan pelaksanaan yang dimaksud yakni : 
a. Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/17/PBI/2008 Tentang 
Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. 
b. Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/23/PBI/2009 Tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 
6/21/PBI/2004 Tentang Giro Wajib Minimum Dalam Rupiah Dan 
Valuta Asing Bagi Bank Umum Yang Melaksanaakan Kegiatan 
Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah. 
c. Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/27/PBI/2008 Tentang 
Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/9/PBI/2004 
Tentang Tindak Lanjut Pengawasan Dan Penetapan Status 
Bank. 
d. Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/32/PBI/2008 Tentang 
Komite Perbankan Syariah. 
e. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/16/PBI/2008 Tentang 
Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 
9/19/PBI/2007 Tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam 
Kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Serta 
Pelayanan Jasa Bank Syariah. 
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f. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/14/DPbs/2008 Tentang 
Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan 
Dana Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank 
Syariah. 
g. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 Tentang Bank 
Umum Syariah. 
h. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/31/PBI/2009 Tentang Uji 
Kemampuan Dan Kepatutan (Fit and Proper Test) Bank Syariah 
Dan Unit Usaha Syariah. 
Selain adanya pengakuan secara yuridis, terdapat juga pengakuan 
secara empiris atas keberadaan bank syariah di Indonesia yaitu bahwa 
bank syariah tumbuh dan berkembang pada umunya di seluruh ibukota 
provinsi dan kabupaten di Indonesia, bahkan beberapa bank konvensional 
dan lembaga keuangan lainnya membuka unit usaha syariah (bank 
syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah dan semacamnya).44 
2. Jenis dan Kegiatan Usaha Perbankan Syariah 
Seperti halnya bank konvensional, bank syariah di Indonesia juga 
digolongkan menjadi 2 (dua) jenis. Dalam UU Perbankan Syariah 
disebutkan bahwa, berdasarkan jenisnya bank syariah terdiri atas Bank 
Umum Syariah (BUS) dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). 
Bank Umum Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya 
memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 45  Sementara Bank 
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Pembiayaan Rakyat Syariah adalah bank syariah yang dalam kegitannya 
tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.46  
Pada dasarnya, aspek yang membedakan antara kedua jenis bank 
syariah tersebut hanya terletak pada skala atau ruang lingkup kegiatan 
usaha yang boleh dilakukan oleh keduanya dan tidak menyangkut prinsip 
operasional perbankan melainkan hanya bersifat kelembagaan saja. 
Dalam menjalankan usahanya, menurut ketentuan Pasal 19 Ayat 
(1) UU Perbankan Syariah, Bank Umum Syariah (BUS) dapat melakukan 
kegiatan usaha dalam bentuk : 
a. Menghimpun dana dalam bentuk simpanan yang berupa giro, 
tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu 
berdasarkan akad wadi‟ah atau akad lain yang tidak 
bertentangan dengan prinsip syariah; 
b. Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, 
tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamaan dengan itu 
berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak 
bertentangan dengan prinsip syariah; 
c. Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad 
mudharabah, akad musyarakah, atau akad lain yang tidak 
bertentangan dengan prinsip syariah; 
d. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad murabahah, akad 
salam, akad istishna‟, atau akad lain yang tidak bertentangan 
dengan prinsip syariah; 
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e. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad qardh, atau akad 
lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah; 
f. Menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau 
tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad ijarah 
dan/atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiyah bit-tamlik 
atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah; 
g. Melakukan pengambilalihan utang berdasarkan akad hawalah 
atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah; 
h. Melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan 
berdasarkan prinsip syariah; 
i. Membeli, menjual atau menjamin atas resiko sendiri surat 
berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi 
nyata berdasarkan prinsip syariah, antara lain seperti akad 
ijarah, musyarakah, mudharabah, murabahah, kafalah, atau 
hawalah; 
j. Membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang 
diterbitkan pemerintah dan/atau Bank Indonesia; 
k. Menerima permbayaran dari tagihan atas surat berharga dan 
melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antar pihak 
ketiga berdasarkan prinsip syariah; 
l. Melakukan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan 
suatu akad yang berdasarkan prinsip syarah; 
m. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat 
berharga berdasarkan prinsip syariah; 
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n. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun 
untuk kepentingan nasabah berdasarkan prinsip syariah; 
o. Melakukan fungsi sebagai wali amanat berdasarkan akad 
wakalah; 
p. Memberikan fasilitas letter of credit atau bank garansi 
berdasarkan prinsip syariah; 
q. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang 
perbankan dan bidang sosial sepanjang tidak bertentangan 
dengan prinsip syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang - undangan. 
Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana yang disebutkan di 
atas, dalam Pasal 20 Ayat (1) Bank Umum Syariah dapat pula melakukan 
hal - hal sebagai berikut : 
a. Melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan prinsip syariah; 
b. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada Bank Umum 
Syariah atau lembaga keuangan yang melakukan kegiatan 
usaha berdasarkan prinsip syariah; 
c. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk 
mengatasi akibat kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip 
syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya; 
d. Bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pension 
berdasarkan prinsip syariah; 
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e. Melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak 
bertentangan dengan prinsip syariah dan ketentuan peraturan 
perundang - undangan di bidang pasar modal; 
f. Menyelenggarakan kegiatan atau produk bank yang 
berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan sarana 
elektronik; 
g. Menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat 
berharga jangka pendek berdasarkan prinsip syariah, baik 
secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar uang; 
h. Menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat 
berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah, baik 
secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar modal; 
dan 
i. Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank 
Umum Syariah lainnya yang berdasarkan prinsip syariah. 
Adapun kegiatan usaha yang dapat diakukan oleh Bank 
Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) menurut ketentuan Pasal 21 UU 
Perbankan Syariah antara lain : 
a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk : 
1. Simpanan berupa tabungan atau yang dipersamakan 
dengan itu berdasarkan akad wadi‟ah atau akad lain yang 
tidak bertentangan dengan prinsip syariah; dan 
2. Investasi berupa deposito atau tabungan atau bentuk lainnya 
yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad 
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mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan 
prinsip syariah; 
b. Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk : 
1. Pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah atau 
musyarakah; 
2. Pembiayaan berdasarkan akad murabahah, salam, atau 
istishna‟; 
3. Pembiayaan berdasarkan akad qardh; 
4. Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak 
bergerak kepada nasabah berdasarkan akad ijarah atau 
sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik; dan 
5. Pengambilalihan utang berdasarkan akad hawalah; 
c. Menempatkan dana pada Bank Syariah lain dalam bentuk 
titipan berdasarkan akad wadi‟ah atau investasi berdasarkan 
akad mudharabah dan/atau akad lain yang tidak bertentangan 
dengan prinsip syariah; 
d. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun 
untuk kepentingan nasabah melalui rekening Bank Pembiayaan 
Rakyat Syariah yang ada di Bank Umum Syariah, Bank Umum 
Konvensional, dan UUS; dan 
e. Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank 
Syariah lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah 
berdasarkan persetujuan Bank Indonesia. 
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Kemudian di samping melaksanakan fungsi sebagaimana lazimnya 
suatu lembaga perbankan, Bank Syariah baik Bank Umum Syariah dan 
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah juga mempunyai fungsi sosial. Dalam 
menjalankan fungsi sosialnya tersebut, Bank Syariah dapat bertindak 
sebagai lembaga baitulmal, yaitu lembaga yang menerima dana yang 
berasal dari zakat, infak, sedekah, wakaf, hibah dan dana sosial lainnya 
dan menyalurkannya kepada yang berhak dalam bentuk pinjaman 
kebijakan atau santunan. 
3. Falsafah Perbankan Syariah 
Membahas tentang falsafah dari perbankan syariah, pada dasarnya 
bersumber pada konsep uang dalam Islam. Sebab bisnis perbankan tidak 
dapat lepas dari persoalan uang. Di dalam Islam, uang dipandang sebagai 
alat ukur, bukan suatu komoditi. Diterimanya peranan uang ini secara 
meluas dengan maksud melenyapkan ketidakadilan, ketidakjujuran, dan 
pengisapan dalam ekonomi tukar menukar. Sebagai alat tukar menukar, 
peranan uang sangat dibenarkan, namun apabila dikaitkan dengan 
persoalan ketidakadilan, di dalam ekonomi tukar menukar, uang 
digolongkan sebagai riba al – Fazal. Oleh karena itu dalam Islam, uang 
sendiri tidak menghasilkan suatu apapun. Dengan demikian, bunga (riba) 
pada uang yang dipinjam dan meminjamkan dilarang (apabila ada unsur 
eksploitasi). 
Kaitan antara bank dengan uang dalam suatu unit bisnis adalah 
penting, namun di dalam pelaksanaanya harus menghilangkan adanya 
unsur ketidakadilan, ketidakjujuran dan penghisapan (eksploitasi) dari 
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suatu pihak ke pihak lain (bank dengan nasabahnya). Kedudukan bank 
syariah dalam hubungan dengan para kliennya adalah sebagai mitra 
investor dan pedagang, sedang dalam hal bank konvensional pada 
umumnya, hubungannya adalah sebagai kreditur dan debitur. 
Sehubungan dengan jalinan investor dan pelakunya tersebut maka dalam 
menjalankan pekerjaanya, bank syariah menggunakan berbagai teknik 
dan metode investasi seperti kontrak mudharabah. Disampaing itu, bank 
syariah yang berdasarkan prinsip mitra usaha, adalah bebas bunga. Oleh 
karena itu, soal membayarkan bunga kepada para depositor atau 
pembebanan suatu bunga dari para nasabah tidak timbul. 
Sistem Lembaga Keuangan, atau yang lebih khusus lagi disebut 
aturan yang menyangkut aspek keuangan dalam sistem mekanisme 
keuangan suatu negara, telah menjadi instrumen penting dalam 
memperlancar jalannya pembangunan suatu bangsa. Indonesia, yang 
mayoritas penduduknya beragama Islam tentu saja menuntut adanya 
sistem baku yang mengatur kegiatan kehidupannya termasuk diantaranya 
kegiatan keuangan yang dijalankan oleh setiap umat. Namun, di dalam 
perjalanan hidup umat manusia, kini telah terbelenggu dalam sistem 
perekonomian yang bersifat sekuleris. Khusus di bidang perbankan, 
sejarah telah mencatat, sejak berdirinya De Javache Bank pada tahun 
1872, telah menanamkan nilai - nilai sistem perbankan yang sampai 
sekarang telah mentradisi dan bahkan sudah mendarah daging di 
kalangan masyarakat Indonesia, tanpa kecuali umat Islam. 
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Lembaga keuangan syariah mempunyai falsafah mencari keridhoan 
Allah SWT untuk memperoleh kebajikan di dunia dan di akhirat. Oleh 
karenanya, setiap kegiatan lembaga keuangan yang dikhawatirkan 
menyimpang dari tuntutan agama harus dihindari. Berikut adalah falsafah 
yang wajib diterapkan oleh Bank Syariah.47 
a. Menjauhkan diri dari unsur riba. 
b. Menerapkan sistem bagi hasil dan perdagangan, dengan 
mengacu pada Al Qur‟an surat Al Baqarah Ayat 275 dan An 
Nisa Ayat 29, maka setiap transaksi kelembagaan syariah harus 
dilandasi atas dasar sistem bagi hasil dan perdagangan atau 
transaksinya didasari oleh adanya pertukaran antara uang 
dengan barang. Akibatnya, pada kegiatan muamalah berlaku 
prinsip ada barang/jasa uang dengan barang, sehingga akan 
mendorong produksi barang/jasa, mendorong kelancaran arus 
barang/jasa, serta dapat dihindari adanya penyalahgunaan 
kredit, spekulasi, dan inflasi. 
Disamping itu, pada dasarnya tujuan utama dari pendirian lembaga 
keuangan berlandaskan etika ini adalah tiada lain sebagai upaya kaum 
muslimin untuk mendasari segenap aspek ekonominya berlandaskan Al 
Qur‟an dan As Sunnah.48 Menurut Handbook of Islamic Banking, tujuan 
dasar dari perbankan syariah ialah menyediakan fasilitas keuangan 
dengan cara mengupayakan instrumen - instrumen keuangan yang sesuai 
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dengan ketentuan dan norma - norma syariah.49 Secara lebih rinci, tujuan 
berdirinya bank berdasarkan prinsip syariah Islam ini adalah : 
a. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalat 
secara Islam, khususnya muamalat yang berhubungan dengan 
perbankan agar terhindar dari praktek - praktek atau jenis - jenis 
usaha/perdagangan lain yang mengandung unsur gharar 
(tipuan), dimana jenis - jenis usaha tersebut selain dilarang 
dalam Islam juga telah menimbulkan dampak negatif terhadap 
kehidupan ekonomi rakyat. 
b. Untuk menciptakan susatu keadilan di bidang ekonomi dengan 
jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi, agar 
tidak terjadi kesenjangan yang amat besar anatara pemilik 
modal dengan pihak yang membutuhkan dana. 
c. Untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan 
membuka peluang berusaha yang lebih besar terutama 
kelompok miskin, yang diarahkan kepada kegiatan usaha yang 
produktif, menuju tercapinya kemandirian usaha. 
d. Untuk menanggulangi masalah kemiskinan yang pada 
umumnya merupakan program utama dari negara - negara yang 
sedang berkembang. Upaya bank syariah di dalam 
mengetaskan kemiskinan ini berupa pembinaan nasabah yang 
lebih menonjolkan sifat kebersamaan dari siklus usaha yang 
lengkap seperti program pembinaan pengusaha produsen, 
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pembinaan pedagang perantara, program pembinaan 
konsumen, program pengembangan modal kerja dan program 
pengembangan usaha bersama. 
e. Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moneter. Dengan 
aktivitas bank syariah akan mampu menghindari pemanasan 
ekonomi di akibatkan adanya inflasi, menghindari persaingan 
yang tidak sehat antara lembaga keuangan. 







A. Tipe Penelitian 
Suatu karya ilmiah dapat tersusun dari adanya penelitian baik itu 
secara langsung turun ke lapangan maupun dengan mengolah data dari 
berbagai sumber yang faktual. Penelitian untuk sebuah karya ilmiah terdiri 
dari dua macam cara pendekatan, yaitu:  
1. Penelitian secara normatif, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap 
substansi atau kaidah - kaidah hukum yang biasa disebut Law In 
Book yang dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana 
kelengkapan perangkat atau kaidah - kaidah hukum sehingga 
mampu diimplikasikan kepada realitas. 
2. Penelitian secara empirik, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap 
masalah - masalah hukum dalam tataran yang biasa disebut juga 
Law In Action (realitas yang berkembang atau bekerjanya hukum).  
Penelitian ini bermaksud meneliti aspek yuridis dan asas - asas 
hukum terhadap putusan Mahkamah Konstitusi dengan cara menelusuri 
latar belakang pemikiran hakim konstitusi yang dijadikan dasar dalam 
mengambil putusan tersebut, dan implikasi yuridis dari putusan tersebut. 
 
B. Lokasi Penelitian 
Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan berkaitan 
dengan permasalahan dan pembahasan penulisan ini, maka penulis 
melakukan penelitian dengan memilih lokasi penelitian di Pengadilan 
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Agama Kota Makassar. Pengumpulan data dan informasi juga akan 
dilaksanakan di berbagai tempat yang dianggap mempunyai data yang 
sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti seperti di Pengadilan 
Negeri Kota Makassar. 
 
C. Jenis Dan Sumber Data 
Data yang diperoleh dalam penelitian ini dapat dikelompokkan 
dalam dua jenis, yaitu : 
1. Data Primer. 
Data Primer adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara 
langsung dengan pihak yang berwenang untuk memberikan keterangan - 
keterangan yang dibutuhkan dan memiliki relevansi terkait permasalahan 
yang tengah di teliti. 
2. Data sekunder. 
Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung 
dari pelbagai literatur, peraturan perundang - undangan dan lain - lain 
yang dianggap relevan dengan materi penulisan. Data jenis ini diperoleh 
melalui perpustakaan atau dekomentasi pada instansi terkait. 
 
D. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik pengumpulan data 
yakni sebagai berikut : 
1. Penelitian Pustaka (Library Research). 
Penelitian Pustaka dilaksanakan untuk mengumpulkan sejumlah 
data meliputi bahan pustaka yang bersumber dari pelbagai literatur, 
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perturan perundang - undangan, jurnal, majalah, karya tulis ilmiah, media 
cetak maupun media elektronik seperti internet yang memiliki relevansi 
terhadap permasalahan yang diteliti. 
2. Penelitian Lapangan (Field Research). 
Sehubungan dengan kelengkapan data yang akan dikumpulkan 
maka penulis melakukan wawancara (interview) dengan beberapa pihak 
yang dapat memberikan informasi berkaitan dengan permasalahan yang 
tengah di teliti sekaligus membuktikan kebenaran atau validitas informasi 
yang telah dikumpulkan sebelumnya. 
 
E. Analisis Data 
Data yang diperoleh atau data yang berhasil dikumpulkan selama 
proses penelitian dalam bentuk data primer maupun data sekunder 
dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu 
menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan 
permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian yang dilakukan oleh 
penulis. Sehingga hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan mampu 






A. Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
93/PUU-X/2012 Terhadap Penyelesaian Sengketa Perbankan 
Syariah. 
Pilihan forum (choise of forum) terkait penyelesaian sengketa 
perbankan syariah yang termuat dalam Pasal 55 UU Perbankan Syariah 
pada saat ini dipandang sebagai suatu anomali dalam tatanan hukum di 
Indonesia. Di satu sisi, choise of forum memberikan kebebasan dan 
kemudahan bagi para pihak yang bersengketa untuk memilih forum 
penyelesaian sengketa. Namun, di sisi lain choise of forum juga 
memberikan efek negatif karena menimbulkan terjadinya tumpang tindih 
kewenangan antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri. 
Selain itu, Pasal 55 UU Perbankan Syariah nyatanya tidak hanya 
dipandang telah menimbulkan dualisme kewenangan antara dua pranta 
sosial saja, tapi lebih jauh lagi pasal tersebut pun juga tidak memberikan 
kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa di dalamnya 
sebagaimana yang telah di amanahkan oleh UUD NRI 1945. Hal ini tentu 
saja merupakan suatu kerugian, mengingat begitu banyaknya masyarakat 
yang melakukan transaksi di bidang perbankan syariah sehingga, peluang 
terjadinya sengketa pun semakin besar. 
Bahkan berdasarkan keterangan Dr. Muhammad Syafi‟i Antonio, ia 
menyatakan dengan adanya pilihan forum (choice of forum) yang dibuka 
oleh ketentuan Pasal 55 Ayat (2) Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2008 
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dan penjelasannya, kejadian conflict of dispute settlement (pertentangan 
mengenai lembaga penyelesaian sengketa) ini sudah belasan atau malah 
puluhan kali terjadi baik antara Basyarnas dengan Pengadilan Negeri atau 
antara Basyarnas dengan Pengadilan Agama atau antara Pengadilan 
Agama dengan Pengadilan Negeri50, yang mungkin muncul karena tidak 
terpenuhinya kepentingan (keinginan) para pihak atau hasil dari 
penafsiran masing - masing pihak terhadap ketentuan Pasal 55 Ayat (2) 
Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2008 dan penjelasannya tersebut. 
Berlandaskan pada permasalahan tersebutlah maka dilajukanlah 
permohonan pengujian Pasal 50 Ayat (2) dan (3) Undang - Undang Nomor 
21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Terhadap UUD NRI 1945. 
Hasil pengujian tersebut kemudian dituangkan dalam Putusan Nomor 
93/PUU-X/2012 yang amar putusannya menyatakan : 
MENGADILI, 
Menyatakan : 
Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian; 
Penjelasan Pasal 55 Ayat (2) Undang - Undang Nomor 21 Tahun 
2008 Tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4867) bertentangan dengan Undang - 
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
Penjelasan Pasal 55 Ayat (2) Undang - Undang Nomor 21 Tahun 
2008 Tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4867) tidak mempunyai kekuatan hukum 
mengikat; 
1. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara 
Republik Indonesia sebagaimana mestinya; 
2. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.51 
 
                                                             
50
   Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012. Hlm. 21. 
51
   Ibid. Hlm. 39. 
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Terhadap putusan yang dijatuhkan oleh Mahkamah Konstitusi 
tersebut, tidak semua hakim konstitusi sepakat karena Hakim Konstitusi 
Hamdan Zoelva dan Ahmad Fadlil Sumadi memiliki alasan berbeda 
(concurring opinion) sekalipun memiliki putusan yang sama. Adapun 
Hakim Konstitusi Muhammad Alim memiliki pendapat yang berbeda 
(dissenting opinion). 
Meski demikian, sembilan hakim Mahkamah Konstitusi sepakat 
menyatakan bahwa Pasal 55 Ayat (2) dan (3) Undang - Undang Nomor 21 
Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah yang merupakan norma induk 
(ideal norm) dan tidak mengandung permasalahan konstitusional. Justru 
penjelasan Pasal 55 Ayat (2) lah yang mempunyai masalah konstitusional. 
Memcermati amar putusan di atas, maka dapat dipahami bahwa 
Mahkamah Konstitusi tidak membatalkan Pasal 55 Ayat (2) dan (3) 
Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2008 sebagaimana permohonan 
Pemohon tetapi hanya menyatakan penjelasan Pasal 55 Ayat (2) 
bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan karenanya penjelasan pasal 
tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Selain 
itu, amar putusan di atas juga mengandung makna bahwa segala bentuk 
penyelesaian sengketa perbankan syariah baik secara litigasi (Peradilan 
Umum) maupun non litigasi (musyawarah,  mediasi  perbankan  dan  
arbitrase  syariah) sebagaimana yang tercantum dalam penjelasan Pasal 
55 Ayat (2) dinyatakan tidak berlaku lagi dan menjadikan Pengadilan 
Agama sebagai satu - satunya institusi yang berwenang memeriksa, 
memutus dan menyelesaikan sengketa perbankan syariah. 
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Namun, tidak demikian makna sesungguhnya dari putusan 
Mahkamah Konstitusi di atas. Mahkamah Konstitusi dalam amarnya 
menyatakan semua penjelasan pasal 55 Ayat (2) secara keseluruhan 
bertentangan dengan konstitusi. Ada beberapa alasan kenapa Mahkamah 
Konstitusi menjatuhkan putusan demikian. 
Pertama, Pasal 55 Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3) merupakan 
norma utama (ideal norm) yang secara yuridis dibenarkan dalam Undang - 
Undang. Alasannya ialah, bahwa perbankan syariah merupakan wilayah 
muamalat atau perdata (private) dimana sangat bersinggungan dengan 
perikatan atau perjanjian diantara 2 atau lebih para pihak dan padanya 
melekat asas kebebasan berkontrak, termasuk kekebasan para pihak 
untuk memilih forum penyelesaian sengketa. Sehingga pasal 55 Ayat (2) 
dan (3) tetap berlaku.52 
Kedua, Pasal 55 Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3) merupakan norma 
utama atau norma induk, sedangkan penjelasan Pasal 55 Ayat (2) dan (3) 
hanyalah penjabaran makna dari pasal induknya. Ketika penjelasan atau 
penjabaran makna dari suatu pasal induk dianggap bertentangan dengan 
konstitusi, maka tidak serta merta pasal yang dijelaskannya ikut menjadi 
bertentangan, sebab dalam teori pembuatan peraturan perundang - 
undangan penjelasan pasal hanya berfungsi untuk menjelaskan maksud 
pasal induknya dan tidak boleh membuat norma diatas norma induknya. 
Dalam kasus ini sesungguhnya tanpa penjelasan, Pasal 55 Ayat (2) dan 
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   Abdurrahman Rahim, Analisis Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi 
Nomor 93/PUU-X/2012 (Studi Kewenangan Absolut Peradilan Agama). 
http://www.badilag.net diakses pada tanggal 21 September 2014. Hlm.  15. 
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Ayat (3) tersebut sudah bisa mengakomodir maksud dari pembuat undang 
- undang dan tentunya tidak bertentangan dengan konstitusi.53 
Jika dianalisis kembali, sudah terang bahwa penjelasan Pasal 55 
Ayat (2) membuat norma baru, yaitu adanya opsi Peradilan Umum dalam 
penyelesaian sengketa ekonomi syari‟ah. Padahal dalam pasal induknya 
Pasal 55 Ayat (1) (selain Pasal 55 Ayat (2) dan (3)) sudah jelas ditentukan 
sebuah norma bahwa Peradilan Agama adalah lembaga penyelesaian 
secara litigasi. Hal ini jelas bertentangan baik secara teori pembuatan 
peraturan perundang - undangan maupun asas kepastian hukum yang 
wajib dalam sebuah produk peraturan perundang - undangan. 
Selain itu, terdapat pula pendapat lain yang sekiranya relevan 
terhadap alasan pembatalan penjelasan Pasal 55 Ayat (2) di atas. 
Pendapat ini disampaikan oleh salah satu hakim Mahkamah Konstitusi 
yakni Hamdan Zoelva yang menyatakan bahwa :54 
Persoalan konstitusional utama yang dipermasalahkan oleh 
Pemohon adalah adanya ketidakpastian hukum mengenai forum 
penyelesaian sengketa perbankan syariah berdasarkan ketentuan 
Pasal 55 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang - Undang Nomor 21 Tahun 
2008 Tentang Perbankan Syariah menetapkan pengadilan dalam 
lingkungan Peradilan Agama sebagai forum penyelesaian sengketa 
perbankan syariah. Tetapi di sisi lain, UU Perbankan Syariah 
memungkinkan penyelesaian sengketa di luar lingkungan Peradilan 
Agama sesuai dengan isi akad yang diperjanjikan para pihak, yaitu 
antara lain penyelesaian melalui pengadilan dalam lingkungan 
Peradilan Umum. 
 
Terdapat dua aspek yang harus dipertimbangkan oleh 
Mahkamah terkait persoalan tersebut. Pertama, kewenangan 
absolut Pengadilan Agama. Kedua, penyelesaian sengketa 
perbankan syariah diluar Pengadilan Agama sesuai dengan isi 
akad yang diperjanjikan para pihak. 
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Pertama, penyelenggaraan kekuasaan kehakiman oleh 
lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung sesuai dengan 
Pasal 24 Ayat (2) UUD 1945 dibagi dan dipisahkan berdasarkan 
kompetensi atau yurisdiksi (separation court system based on 
jurisdiction) masing - masing badan peradilan, yaitu lingkungan 
Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan 
Peradilan Militer, dan lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. 
Pembagian empat lingkungan peradilan tersebut menunjukan 
adanya pemisahan yurisdiksi antar lingkungan peradilan yang 
menimbulkan pembagian kewenangan (kekuasaan) absolut atau 
atribusi kekuasaan (attributive competentie atau attributive 
jurisdiction) yang berbeda - beda dan tertentu pada tiap - tiap 
lingkungan peradilan. Sehingga jenis perkara tertentu yang 
merupakan kewenangan satu lingkungan peradilan secara mutlak 
tidak dapat diperiksa oleh pengadilan lain. 
 
Pembagian kewenangan absolut masing-masing peradilan 
kemudian ditegaskan dalam Undang - Undang Nomor 48 Tahun 
2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan sebagai 
berikut : 
1. Peradilan Umum berwenang memeriksa, mengadili, dan 
memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang - undangan [Pasal 25 Ayat 
(2)]. 
2. Peradilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, 
memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang - orang 
yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang - undangan [Pasal 25 Ayat (3)]. 
3. Peradilan Militer berwenang memeriksa, mengadili, dan 
memutus perkara tindak pidana militer sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang - undangan [Pasal 25 Ayat 
(4)]. 
4. Peradilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, 
mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata 
usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang - undangan [Pasal 25 Ayat (5)]. …… 
 
Peradilan Agama berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang - 
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama berwenang 
memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara - perkara di 
tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di 
bidang: a) perkawinan. b) kewarisan, wasiat dan hibah yang 
dilakukan berdasarkan hukum Islam. c) wakaf serta shadaqah. 
Kewenangan Peradilan Agama tersebut diperluas berdasarkan 
Pasal 49 huruf i Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang 
Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang 
Peradilan Agama dengan kewenangan memeriksa, memutus, dan 
menyelesaikan perkara ekonomi syariah. Lebih lanjut, pengaturan 
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tentang kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk menangani 
perkara ekonomi syariah khususnya bidang perbankan syariah 
dinyatakan secara tegas dalam Pasal 55 Ayat (1) Undang - Undang 
Perbankan Syariah. 
 
Dengan demikian kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan 
menyelesaikan sengketa perbankan syariah merupakan 
kewenangan absolut dari pengadilan dalam lingkungan Peradilan 
Agama yang tidak dapat diselesaikan oleh peradilan lain karena 
akan melanggar prinsip yurisdiksi absolut. 
 
Kedua, pada dasarnya upaya penyelesaian setiap sengketa 
perdata di bidang perdagangan dan mengenai sengketa hak 
keperdataan dimungkinkan untuk diselesaikan di luar pengadilan 
negara, baik melalui arbitrase maupun melalui alternatif 
penyelesaian sengketa [vide Pasal 58 Undang - Undang Nomor 48 
Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 5 Ayat (1) 
Undang - Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan 
Alternatif Penyelesaian Sengketa]. Hal itu dapat dilakukan melalui 
perjanjian atau kesepakatan/akad tertulis yang disepakati para 
pihak, baik sebelum terjadinya sengketa (pactum de 
compromittendo) maupun setelah terjadinya sengketa dimaksud 
(akta kompromi) sesuai dengan prinsip pacta sunt servanda. Akad 
atau perjanjian tersebut merupakan hukum yang mengikat bagi 
para pihak yang melakukan akad atau perjanjian tersebut (vide 
Pasal 1338 KUHPerdata). 
 
Namun demikian, perjanjian atau akad tersebut harus 
memenuhi syarat - syarat yang ditentukan oleh Undang - Undang 
(vide Pasal 1320 KUHPerdata). Dalam Pasal 1320 KUHPerdata 
tersebut ditentukan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian 
diperlukan empat syarat, yaitu: 1. Sepakat mereka yang 
mengikatkan dirinya; 2. Kecakapan untuk membuat suatu 
perikatan; 3. Suatu hal tertentu; 4. Suatu sebab yang halal. 
 
Dalam ilmu hukum, syarat pertama dan kedua digolongkan 
sebagai syarat subjektif yang melekat pada diri persoon yang 
membuat perjanjian, yang bila tidak terpenuhi menyebabkan 
perjanjian dapat dibatalkan (vernietigbaar, voidable), sementara 
syarat ketiga dan keempat dikategorikan sebagai syarat objektif 
yang berhubungan dengan objek perjanjian, yang bila tidak 
terpenuhi menyebabkan perjanjian batal demi hukum (nietig, null 
and void). Lebih lanjut, agar suatu perjanjian atau akad memenuhi 
syarat keempat, yaitu “suatu sebab yang halal”, maka sebab 
dibuatnya akad atau perjanjian tersebut harus sesuai dengan 
ketentuan Pasal 1337 KUHPerdata yang menyatakan bahwa 
“Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang - 
undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau 
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ketertiban umum”. Perjanjian atau akad yang tidak memenuhi 
syarat tersebut menjadi batal demi hukum. Demikian halnya 
perjanjian atau akad mengenai penyelesaian sengketa perbankan 
syariah harus pula memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata 
dengan ancaman batal demi hukum berdasarkan Pasal 1337 
KUHPerdata. 
 
Oleh karena itu menurut saya, perjanjian atau akad yang 
mencantumkan penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui 
pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum sebagaimana diatur 
dalam Penjelasan Pasal 55 Ayat (2) huruf d Undang - Undang 
Perbankan Syariah bertentangan dengan konstitusi, karena 
bertentangan dengan prinsip pemisahan kewenangan absolut yang 
ditentukan oleh konstitusi (Pasal 24 Ayat (2) UUD 1945) yang 
ditegaskan lebih lanjut dalam Pasal 25 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), 
Ayat (4), dan Ayat (5) Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 
Tentang Kekuasaan Kehakiman juga dalam Pasal 49 huruf i 
Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas 
Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. 
Suatu akad atau perjanjian meskipun telah disepakati para pihak 
tidak dapat mengenyampingkan kewenangan absolut pengadilan 
yang telah ditentukan dalam undang - undang. Pilihan penyelesaian 
sengketa perbankan syariah sesuai isi perjanjian atau akad oleh 
para pihak di luar Pengadilan Agama hanya dapat dilakukan 
melalui penyelesaian arbitrase atau alternatif penyelesaian 
sengketa. Begitu pun bagi pihak yang tidak beragama Islam yang 
melakukan transaksi perbankan/keuangan syariah jika tidak 
menundukan diri pada kewenangan Pengadilan Agama dapat 
memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase atau alternatif 
penyelesaian sengketa. 
 
Dengan demikian menurut saya, Penjelasan Pasal 55 Ayat (2) 
Undang - Undang Perbankan Syariah yang memungkinkan 
penyelesaian sengketa melalui Peradilan Umum menimbulkan 
ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan prinsip konstitusi 
yang dijamin dalam Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945. 
 
Dengan demikian, ada beberapa ketentuan yang dapat dipahami 
terkait dampak atau akibat hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi 
tersebut ; 
1. Putusan Mahkamah Konstitusi di atas menghapuskan 
kewenangan Peradilan Umum dalam hal penyelesaian sengketa 
perbankan syariah serta, menjadikan Pengadilan Agama 
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sebagai satu - satunya institusi peradilan yang berwenang 
dalam hal memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa 
perbankan syariah secara litigasi. 
2. Putusan Mahkamah Konstitusi mengakibatkan secara yuridis 
bahwa semua “pembatasan” pilihan forum (choice of forum) 
penyelesaian sengketa yang tertera dalam penjelasan Pasal 55 
Ayat (2) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, baik 
penyelesaian secara litigasi maupun non litigasi. 
3. Segala ketentuan dari penyelesaian sengketa ekonomi syariah 
harus kembali kepada pasal induk yaitu Pasal 55 Ayat (1), (2), 
dan (3) sehingga choice of forum tetap berlaku.55 
Terkait pilihan forum non litigasi dari penyelesaian sengketa 
perbankan syariah diatas terdapat beberapa catatan yang perlu di ketahui 
yakni, penyelesaian sengketa secara non litigasi tetap dibenarkan selama 
tidak bertentangan dengan prinsip - prinsip syariah sebagaimana yang 
dijelaskan dalam Pasal 55 Ayat (3) UU Perbankan Syariah. Apabila para 
pihak tidak sepakat untuk menyelesaikan sengketa di Pengadilan Agama 
dan lebih memilih pilihan forum sebagai second choise, maka diwajibkan 
kepada para pihak untuk membuat kesepakatan tertulis dan di dalam akta 
kesepakatan tersebut lengkap termuat mengenai hak dan kewajiban 
masing - masing pihak. 
Hal ini sebagaimana pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang 
menyatakan bahwa :56 
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   Abdurrahman Rahim, loc cit., Hlm.  15. 
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“Menimbang bahwa secara sistematis, pilihan forum hukum untuk 
penyelesaian sengketa sesuai dengan akad adalah pilihan kedua 
bilamana para pihak tidak bersepakat untuk menyelesaikan 
sengketa melalui Pengadilan Agama. Dengan demikian pilihan 
forum hukum untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah 
harus tertera secara jelas dalam akad (perjanjian). Para pihak harus 
bersepakat untuk memilih salah satu forum hukum dalam 
penyelesaian sengketa bilamana para pihak tidak ingin 
menyelesaikannya melalui Pengadilan Agama.” 
 
Selain itu, dengan dihapuskannya penjelasan Pasal 55 Ayat (2) 
Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, 
maka para pihak tidak lagi terpaku dalam menyelesaikan sengketanya 
secara non litigasi pada musyawarah, mediasi perbankan, arbitrase 
melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional atau lembaga arbitrase lainnya, 
tetapi dapat juga menempuh proses non litigasi lainnya seperti konsultasi, 
negosiasi (perundingan), konsiliasi, mediasi non mediasi perbankan, 
pendapat atau penilaian ahli.57 
Selain berimplikasi terhadap lembaga yang berwenang dalam 
penyelesaian sengketa perbankan syariah baik secara litigasi maupun non 
litigasi sebagaimana yang telah dipaparkan di atas. Terdapat pula 
implikasi hukum lain yang ditimbulkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi 
tersebut, yakni terhadap perjanjian (akad) yang memuat klausula 
penyelesaian sengketa perbankan syariah di Pengadilan Negeri baik yang 
dibuat sebelum maupun setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi. 
                                                                                                                                                                       
56
  Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012. Hlm. 36 - 37. 
57
  Abdul Mannan, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, Sebuah Kewenangan Baru 
Peradilan Agama, dalam Mimbar Hukum Edisi 73 Tahun 2011, Pusat 
Pengembangan Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), Hlm. 20 - 35. 
62 
Adapun implikasi hukum putusan Mahkamah Konstitusi terhadap 
perjanjian (akad) yang memuat klausula penyelesaian sengketa melalui 
Pengadilan Negeri ialah : 
1. Akad atau perjanjian yang dibuat sebelum lahirnya putusan 
Mahkamah Konstitusi maka Peradilan Umum dalam hal ini 
Pengadilan Negeri berwenang untuk menyelesaikan sengketa 
perbankan syariah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 
55 Ayat (2) Undang - Undang tentang Perbankan Syariah dan 
penjelasannya sepanjang diperjanjikan oleh para pihak dalam 
akad, sehingga akad atau perjanjian tersebut dianggap sah 
secara hukum. 
2. Akad atau perjanjian yang dibuat setelah lahirnya putusan 
Mahkamah Konstitusi tersebut, maka akad atau perjanjian 
tersebut bertentangan dengan ketentuan PERMA Nomor 2 
Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syairah 
(KHES) yaitu tujuan akad dan asas sebab yang halal serta asas 
itikad baik maka pilihan forum (choice of forum) penyelesaian 
sengketa tersebut bertentangan dengan undang - undang yakni 
dalam putusan Mahkamah Konstitusi, karena penyelesaian 
sengketa menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama 
sehingga Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak 
berwenang untuk menyelesaikan perkara tersebut dan 
pemilihan forum (choice of forum) yang diperjanjikan dalam 
akad adalah hanya sebatas melalui jalur non litgasi yang 
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dilaksanakan berdasarkan pada prinsip - prinsip syariah, 
sehingga akad atau perjanjian tersebut dinyatakan batal demi 
hukum. 
3. Akad atau perjanjian yang memuat klausula penyelesaian 
sengketa perbankan syariah melalui Pengadilan Negeri dibuat 
sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi dan terjadi 
sengketa setelah adanya putusan tersebut maka Pengadilan 
Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili sengketa 
tersebut karena Peradilan Agama yang mempunyai 
kewenangan absolut untuk menyelesaikan sengketa perbankan 
syariah sebagaimana yang diamanatkan dalam putusan 
Mahkamah Konstitusi, tetapi akad atau perjanjian tersebut tetap 
dianggap sah karena yang dianggap bermasalah hanyalah 
berkaitan dengan klausula penyelesaian sengketanya, yang 
disebut dengan severability clause. Namun, apabila dalam akad 
atau perjanjian tidak memuat severability clause, maka dengan 
sendirinya pasal yang mengatur klasula penyelesaian sengketa 
tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum 
mengikat. Severability clausa itu sendiri merupakan suatu 
persyaratan dalam kontrak yang menyatakan bahwa setiap 
pasal dari kontrak merupakan pasal - pasal yang berdiri sendiri 
(independent), sehinga seandainya pengadilan membatalkan 
salah satu persyaratan kontrak, maka persayaratan - 
persyaratan yang lain tetap dianggap sah. 
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B. Kompetensi Pengadilan Agama dalam Menyelesaikan 
Sengketa Perbankan Syariah Pasca Keluarnya Putusan 
Mahkamah Konstitusi. 
Keberadaan lembaga Peradilan Agama di Indonesia tidak dapat 
dilepaskan dari kebutuhan masyarakat Indonesia yang beragama Islam 
dalam melaksanakan ajaran agamanya yang berupa hukum Islam. Dalam 
konsepsi ilmu fikih, masalah peradilan atau „al-qadla‟ merupakan 
kewajiban kolektif atau fardlu kifayah, yang disamakan dengan fardlu 
kifayah lainnya, seperti mendirikan jama‟ah dan shalat jum‟at, mempelajari 
ilmu dan mengajarkan ilmu (thalabul „ilmi wal ifta‟ fi majalisil ‘ilmi), 
menyelenggarakan kesejahteraan umum dan mencegah kemungkaran 
(amar ma‟ruf nahi mungkar untuk mashalihul „ammah) serta mendirikan 
kepemimpinan umat atau bernegara (al imamah).58 
Secara yuridis Peradilan Agama sebagai salah satu pelaksana 
kekuasaan kehakiman di Indonesia telah diatur oleh konstitusi yakni dalam 
Pasal 24 Ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyebutkan bahwa : 
“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung 
dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan 
Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan 
Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan 
oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.” 
 
Selain itu, kedudukan kelembagaan Peradilan Agama kemudian 
lebih lanjut diatur melalui beberapa peraturan perundang - undangan 
antara lain, Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan 
                                                             
58
   H. Zaini Ahmad Noeh, Sejarah Peradilan Agama di Indonesia, (Laporan Hasil 
Simposium Sejarah Peradilan Agama tanggal 8 s.d. 10 April 1982 di Hotel USSU 
Cisarua Bogor), Bagian Proyek Pembinaan Administrasi Hukum dan Peradilan 
Agama, Departemen Agama RI, 1982/1983. 
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Kehakiman dan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang 
Perubaan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang 
Peradilan Agama. Kedudukan Peradilan Agama adalah sama dengan 
kedudukan peradilan lainnya dalam lingkungan Peradilan Umum, 
lingkungan Peradilan Militer maupun lingkungan Peradilan Tata Usaha 
Negara. 
Eksistensi lembaga Peradilan Agama sebagai salah satu pelaksana 
kekuasaan kehakiman di Indonesia mengalami pasang surut sejalan 
dengan situasi politik pemerintahan yang ada. Sebelumnya, berdasarkan 
ketentuan Pasal 49 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989, 
kewenangan Peradilan Agama hanya terbatas pada penyelesaian 
sengketa di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah yang 
dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta wakaf dan shadaqoh. 
Namun setelah dilakukannya amandemen, berdasarkan Undang - 
Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang 
Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama telah 
memiliki suatu kompetensi baru khususnya dalam menangani sengketa 
ekonomi syariah. Dalam Pasal 49 menyatakan bahwa, Pengadilan Agama 
bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan 
perkara di tingkat pertama antara orang - orang yang beragama Islam di 
bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqoh 
dan ekonomi syariah. Dalam penjelasan Pasal 49 ini dijelaskan bahwa 
yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan 
usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain meliputi : 
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bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, 
reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah dan surat berharga 
berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, 
pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, dan bisnis 
syariah. 
Lahirnya Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang 
Perbankan Syariah kemudian diharapkan selain mampu membawa 
dampak positif pada eksistensi lembaga perbankan syariah di Indonesia 
tapi juga diharapakan dapat memperkuat legitimasi kewenangan baru 
Pengadilan Agama yakni dalam hal penyelesaian sengketa ekonomi 
syariah. Namun, pada kenyataannya harus diakui bahwa UU Perbankan 
Syariah justru malah membawa dampak negatif terhadap kewenangan 
Pengadilan Agama sebab, telah menimbulkan adanya tumpang tindih 
kewenangan antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri sehingga 
menimbulkan pula ketidakpastian hukum akibat adanya tumpang tindih 
kewenangan tersebut. Kemudian dengan dilakukannya uji materiil 
terhadap Pasal 55 Ayat (2) dan (3) UU Perbankan Syariah (yang memuat 
pasal tentang pilihan forum penyelesaian sengketa) oleh Mahkamah 
Konstitusi yang putusannya menyatakan bahwa penjelasan Pasal 55 Ayat 
(2) Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2008 bertententangan dengan 
konstitusi dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. 
Lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 
maka mengembalikan kewenangan mutlak Pengadilan Agama sebagai 
satu - satunya lembaga peradilan yang berwenang untuk memeriksa, 
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memutus dan menyelesaikan sengketa di bidang perbankan syariah 
secara litigasi yang sebelumnya juga menjadi kewenangan Peradilan 
Umum akibat dibukanya pilihan forum (choise of forum) pada 
penyelesaian sengketa perbankan syariah sebagaimana yang tertera 
dalam penjelasan Pasal 55 Ayat (2) UU Perbankan Syariah. 
Lahirnya putusan ini kemudian disambut baik oleh hakim - hakim 
Pengadilan Agama. Sebab, pada dasarnya dengan dihapuskannya 
kewenangan Pengadilan Negeri dalam menyelesaikan sengketa 
perbankan syariah selain telah mengembalikan kewenangan mutlak 
Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah, 
hal ini sekaligus memperbaiki kegaduhan hukum (legaldisorder) yang 
telah ditimbulkan akibat dibukanya pilihan forum (choise of forum) dalam 
UU Perbankan Syariah. 
Tidak hanya itu, hal ini juga memberikan dampak positif terhadap 
pengaplikasian penegakan hukum Islam sebab telah membuka ruang 
kepada hakim - hakim Pengadilan Agama untuk membuktikan kompetensi 
mereka dalam menyelesaikan perkara di bidang ekonomi syariah. Harus 
diakui bahwa selama ini sering muncul keraguan terhadap kompetensi 
hakim - hakim Pengadilan Agama dalam hal penyelesaian sengketa 
ekonomi syariah termasuk sengketa perbankan syariah meskipun, 
menurut penulis alasan tersebut tidak dapat diterima dari sisi akademis, 
yuridis, dan sosiologis. Hal ini dikarenakan hakim Peradilan Agama tentu 
lebih paham mengenai ekonomi syariah ketimbang hakim dari peradilan 
lainnya sebab jika dilihat dari perspektif akademis, hakim Pengadilan 
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Agama tentunya sangat memahami muamalah Islam dikarenakan 
sebagian besar hakim Pengadilan Agama adalah lulusan Hukum Syariah 
dan secara yuridis bahwa Pengadilan Agama telah diberi kewenangan 
secara atribusi melalui Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 untuk 
menyelesaikan perkara di bidang ekonomi syariah termasuk perbankan 
syariah. 
Berdasarkan hasil penelitian penulis terkait kompetensi Pengadilan 
Agama dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah pasca lahirnya 
putusan Mahkamah Konstitusi, sejatinya tidak terdapat perubahan 
kompetensi yang mendasar baik secara yuridis, maupun sosioligis. 
Secara yuridis, kompetensi Pengadilan Agama dalam hal 
penyelesaian sengketa perbankan syariah tidak mengalami perubahan 
sedikitpun. Dari segi aturan perundang - undangan Pengadilan Agama 
sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman selain telah diatur 
dalam UUD NRI 1945, kedudukan serta kewenangannya juga telah diatur 
dalam beberapa peraturan perundang - undangan di bawah konstitusi. 
Bahkan dalam Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang 
Perubahan atas Undang - Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan 
Agama yang kini telah berubah menjadi Undang - Undang Nomor 50 
Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang No. 7 
Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, terkait penyelesaian sengketa 
perbankan syariah batas ruang lingkup serta jangkauan mengadili 
Pengadilan Agama juga telah diatur secara terperinci. 
69 
Adapun batas ruang lingkup serta jangkauan kewenangan 
mengadili Pengadilan Agama di bidang perbankan syariah antara lain : 
1. Dalam hal penyelesaian sengketa perbankan syariah 
Pengadilan Agama berwenang mengadili seluruh perkara 
perbankan syariah di bidang perdata, kecuali yang secara tegas 
ditentukan lain oleh undang - undang. Sementara 2 (dua) bidang 
hukum lain yang mengatur tentang aktivitas operasional 
perbankan syariah yakni hukum pidana dan hukum tata negara 
merupakan kewenangan absolut Peradilan Umum dan peradilan 
Tata Usaha Negara. 
2. Dengan adanya asas personalitas keislaman yang termuat 
dalam Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang 
Peradilan Agama maka setiap orang Islam baik secara subjektif 
maupun secara objektif berlaku (tunduk pada) hukum Islam. 
Secara subjektif, artinya menurut hukum setiap orang Islam 
sebagai subjek hukum tunduk pada hukum Islam, sehingga 
segala tindakannya harus dianggap menurut hukum Islam, dan 
jika tidak dilakukan menurut hukum Islam maka hal tersebut 
dianggap sebagai suatu pelanggaran. Sedangkan secara 
objektif, artinya segala sesuatu yang menyangkut aspek hukum 
orang Islam sebagai objek hukum harus diukur dan dinilai 
berdasarkan hukum Islam, sehingga hukum Islam secara 
imperatif (otomatis) diberlakukan terhadap dirinya, dan karena 
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itu jika terjadi sengketa harus diselesaikan menurut hukum Islam 
oleh hakim (pengadilan) Islam. 
3. Termasuk dalam pengertian asas personalitas keislaman maka, 
semua badan hukum Islam yang ada dalam sistem hukum di 
Indonesia termasuk dalam hal ini bank syariah. Terhadap 
semua badan hukum Islam yang dimaksud baik mengenai 
status hukumnya maupun mengenai perbuatan atau peristiwa 
hukum yang menimpanya, juga mengenai hubungan hukum 
dengan orang atau badan hukum lain serta hak milik badan 
hukum tersebut, sepanjang berkaitan dengan prinsip - prinsip 
syariah, harus berlaku (tunduk pada) hukum Islam dan 
manakala terjadi pelanggaran atau sengketa, harus diselesaikan 
berdasarkan hukum Islam oleh hakim (pengadilan) Islam. 
4. Cakupan kewenangan absolut Pengadilan Agama juga mampu 
menjangkau seluruh sengketa yang terjadi antara pihak bank 
dengan nasabah yang non-Islam. Sebagaimana yang diketahui, 
pihak - pihak yang bertransaksi atau yang menjadi mitra usaha 
di perbankan syariah tidak hanya pihak yang beragama Islam 
saja, melainkan juga yang non-Islam. Salah satu kelebihan dari  
Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan 
atas Undang - Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan 
Agama adalah adanya satu asas penting yang baru 
diberlakukan yakni asas penundukan diri terhadap hukum Islam. 
Asas ini terdapat dalam Pasal 49 undang - undang tersebut 
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yang dalam penjelasannya “yang dimaksud dengan antara 
orang - orang yang beragama Islam” adalah termasuk orang 
atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri 
dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal - hal yang 
menjadi kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan 
ketentuan Pasal ini. Atas dasar ketentuan tersebut jelas dapat 
dipahami bahwa pihak - pihak (person/badan hukum) yang 
dibenarkan berperkara di Peradilan Agama tidak hanya terbatas 
pada mereka yang beragama Islam saja, melainkan juga yang 
non-Islam baik terhadap sengketa yang terjadi antara orang 
Islam dengan non-Islam bahkan antara orang non-Islam dengan 
non-Islam sekalipun, sepanjang mereka menundukkan diri 
terhadap hukum Islam. Dalam ekonomi syariah yang menjadi 
ukuran seseorang menundukkan diri pada hukum Islam atau 
tidak adalah akad yang dilakukannya, bilamana transaksinya 
dilakukan dengan menggunanakan akad syariah sudah dapat 
dianggap menundukkan diri secara sukarela. 
5. Pengadilan Agama tidak menjangkau penyelesaian sengketa 
atas klausula arbitrase. Di saat para pihak melakukan perjanjian 
disertai dengan klausula arbitrase, maka Pengadilan Agama 
tidak berwenang untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut apa 
lagi hingga mengeluarkan putusan. Konsekuensi yuridis dari 
adanya klausula arbitrase tersebut, apabila terjadi sengketa 
mengenai perjanjian atau akad maka yang berwenang secara 
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absolut untuk menyelesaikan sengketa ialah badan arbitrase itu 
sendiri sebagaimana yang telah dipilih dan diperjanjikan dalam 
akad, sehingga para pihak tidak diperbolehkan mengajukan 
perselisihan yang terjadi ke badan peradilan negara. Hal ini 
berdasarkan ketentuan Pasal 11 Ayat (1) Undang - Undang 
Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif 
Penyelesaian Sengketa. Sebaliknya, badan peradilan negara 
termasuk Pengadilan Agama tidak berwenang untuk mengadili 
perkara yang timbul dari suatu perjanjian yang didalamnya 
terdapat klausula arbitrase dan wajib menolaknnya dengan 
menyatakan tidak berwenang mengadilinya (niet ontvankelijk 
verklaard). 
Salah satu aspek yang erat kaitannya dengan ruang lingkup 
kewenangan mengadili Pengadilan Agama dalam penyelesaian perkara di 
bidang ekonomi syariah termasuk perbankan syariah ialah terkait eksekusi 
putusan arbitrase syariah. Berdasarkan hasil penelitian penulis terkait 
kewenangan Pengadilan Agama dalam hal ini (eksekusi putusan arbitrase 
syariah) masih terdapat permasalahan yang wajib untuk segera di berikan 
solusi. 
Seperti yang diketahui, bilamana para pihak tidak ingin 
melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, maka sesuai ketentuan 
Pasal 61 Undang - Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan 
Alternatif Penyelesaian Sengketa serta Surat Edaran Mahkamah Agung 
Nomor 8 Tahun 2008 angka (4), maka putusan arbitrase syariah tersebut 
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akan dilaksanakan berdasarkan perintah ketua Pengadilan Agama atas 
permohonan salah satu pihak yang bersengketa. 
Namun, pada tanggal 20 Mei 2010 diterbitkan lagi Surat Edaran 
Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2010 yang menyatakan bahwa Surat 
Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2008 dinyatakan tidak berlaku 
lagi dengan alasan bahwa berdasarkan Pasal 53 Ayat (3) Undang - 
Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan 
penjelasannya ditentukan bahwa, dalam hal para pihak tidak 
melaksanakan putusan arbitrase (termasuk arbitrase syariah) secara 
sukarela, maka putusan tersebut dilaksanakan berdasarkan perintah ketua 
Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak. 
Menurut salah satu hakim Pengadilan Agama Makassar yaitu Muh. 
Iqbal Amin, hal ini perlu mendapatkan perhatian karena seyogyanya 
kewenangan (eksekusi putusan arbitrase syariah) ini beralih pada 
Pengadilan Agama. Bahkan, agar sesuai dengan laju perkembangan 
masyarakat perlu diadakan revisi terhadap Undang - Undang Nomor 48 
Tahun 2009 atau minimal Mahkamah Agung mengeluarkan surat edaran 
yang isinya mengatur tentang hal - hal yang berhubungan dengan 
ekonomi syariah, kalimat Pengadilan Negeri dalam Undang - Undang 
Nomor 48 Tahun 2009 harus dibaca “Pengadilan Agama”. Hal ini 
dimaksudkan agar wewenang penyelesaian sengketa ekonomi syariah 
sepenuhnya menjadi kewenangan Pengadilan Agama, mengingat asas 
personalitas keislaman yang dianutnya. 
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Adapun kompetensi Pengadilan Agama dalam menyelesaikan 
sengketa perbankan syariah dilihat dari aspek sosiologis tidak menemui 
kendala - kendala yang berarti. Aspek sosiologis yang dimaksud penulis 
disini ialah melingkupi kesiapan para hakim Pengadilan Agama dalam 
menyelesaikan sengketa perbankan syariah serta kesiapan hukum acara 
yang dapat mendukung terlaksananya prinsip fair trial di Pengadilan 
Agama. 
Dilihat dari kesiapan hakim Pengadilan Agama sendiri 
sebagaimana telah dibahasakan sebelumnya, sejatinya para hakim 
Pengadilan Agama lebih mengetahui istilah - istilah yang ada atau 
dipergunakan pada ekonomi syariah termasuk perbankan syariah. Hal ini 
dikarenakan bahwa hakim - hakim pada Pengadilan Agama merupakan 
lulusan dari Fakultas Syariah (Hukum Islam) atau Fakultas Hukum yang 
menguasai hukum Islam. Bahkan apabila dilihat dari pola recruitment, 
untuk lulusan dari Fakultas Hukum, diberi kesempatan untuk bisa menjadi 
hakim pada Pengadilan Agama namun lulusan tersebut harus menguasai 
hukum Islam serta bisa membaca dan memahami kitab - kitab fiqh yang 
direkomendasikan oleh Kementerian Agama yaitu 13 kitab fiqh. 
Dari pemaparan di atas maka dapat ditarik pemahaman bahwa 
secara kapabilitas, hakim - hakim Pengadilan Agama jauh lebih 
berkompeten terhadap penanganan perkara perbankan syariah di 
karenakan sistem perekrutan atau pengangkatan hakim yang dilakukan 
sangat menuntut pemahaman hukum Islam yang cukup tinggi untuk dapat 
menjadi hakim di Pengadilan Agama. Selain itu, untuk menghilangkan 
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stigma bahwa hakim Pengadilan Agama belum siap menjalankan 
kewenangannya terkait penyelesaian sengketa ekonomi syariah maka, 
hakim - hakim Pengadilan Agama juga diberikan pelatihan - pelatihan oleh 
Mahkamah Agung guna memperdalam pengetahuan para hakim 
Pengadilan Agama di bidang ekonomi syariah. 
Adapun hambatan - hambatan yang dialami oleh Pengadilan 
Agama dalam menyelesaikan sengketa perbakan syariah dari segi proses 
peradilan pada saat ini belum banyak yang dapat diketahui. Sebab, 
berdasarkan hasil penelitian penulis, sampai pada saat ini jumlah perkara 
perbankan syariah di Pengadilan Agama khususnya Pengadilan Agama 
Makassar sangatlah sedikit. Menurut penulis, hal ini dapat disebabkan 
oleh 2 (dua) hal. Pertama, prinsip penyelenggaraan peradilan yang 
“sederhana, cepat, dan biaya ringan” yang selama ini di anut oleh 
peradilan di Indonesia termasuk Pengadilan Agama belum sepenuhnya 
terwujud. Hal ini dapat dilihat dari keengganan para pihak yang 
bersengketa (khususnya sengketa keperdatan) untuk menyelesaikan 
perkara yang mereka alami di lembaga peradilan dikarenakan proses 
penyelesaian perkara yang dilakukan oleh lembaga peradilan terkesan 
sulit, lamban dan bertele - tele, mulai dari proses pemeriksaan hingga 
pada tahap pemutusan. Sehingga, pihak - pihak yang bersengketa lebih 
memilih untuk menyelesaikan sengketa tersebut di luar pengadilan atau 
melalui jalur non litigasi yang proses dan mekanisme penyelesaiannya 
lebih cepat dan mudah. Kedua, secara konsep Undang - Undang Nomor 
21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah memang dirancang agar 
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sebisa mungkin para pihak yang bersengketa di bidang perbankan syariah 
dapat menyelesaikan sengketa melalui jalur non litigasi. Hal ini dapat 
dilihat dari banyaknya lembaga penyelesaian sengketa secara non litigasi 
yang dapat dipilih dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah 
mulai dari penyelesaian sengketa antar nasabah hingga sengketa antar 
bank. 
Mencermati permasalahan pertama di atas maka, menurut penulis 
sebaiknya perlu dibentuk Pengadilan Khusus dalam lingkungan Peradilan 
Agama yang secara khusus menangani perkara di bidang ekonomi 
syariah termasuk perbankan syariah. Hal ini berkaca pada pembentukan 
Pengadilan Niaga yang merupakan Pengadilan Khusus dalam lingkungan 
Peradilan Umum yang memiliki sejumlah kekhususan. Pertama, 
pengadilan ini dilaksanakan hanya dalam dua jenjang yakni pada 
pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat kasasi. Kedua, para 
penegak hukum baik panitera, pemeriksaan dan pemutusan/penetapan 
perkara oleh majelis hakim, juru sita, dan waktu kasasi ditentukan dalam 
satuan waktu yang jelas (jumlah hari). Oleh karena itu, proses peradilan 
dalam lingkungan Pengadilan Niaga jauh lebih cepat dibandingkan 
dengan proses peradilan dalam lingkungan pengadilan biasa. Selain itu, 
secara yuridis pengaturan pembetukan Pengadilan Khusus serta 
pengangkatan hakim ad hoc pada Pengadilan Khusus dalam lingkungan 
Peradilan Agama juga telah diatur dalam Pasal 3A Ayat (1) dan Ayat (3) 
Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas 
Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, 
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sehingga peluang pembetukan Pengadilan Khusus dalam lingkungan 
Peradilan Agama yang khusus menangani sengketa di bidang ekonomi 
syariah termasuk perbankan syariah pun semakin terbuka. 
Terkait hukum acara yang dipergunakan Pengadilan Agama dalam 
menyelesaikan sengketa perbankan syariah, sejauh ini belum diatur 
secara khusus dan masih menggunakan hukum acara perdata 
sebagaimana yang dipergunakan oleh Pengadilan Negeri dalam memutus 
sengketa perdata lainnya. Hal ini mengacu pada ketentuan Pasal 54 
Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang 
menyebutkan bahwa : 
“Hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan 
Peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada 
pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah 
diatur secara khusus dalam undang - undang ini.” 
 
Namun, mengingat kompleksitas, urgensi dan peranan hukum 
formil (hukum acara) dalam proses peradilan demi tegaknya ideology fair 
trial serta terwujudnya prinsip due process rights maka, menurut penulis 
sebaiknya perlu diadakan pembuatan hukum acara khusus yang mengatur 
tentang mekanisme beracara terkait penyelesaian sengketa ekonomi 







Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan 
di atas, ada beberapa pokok penting yang dapat penulis simpulkan 
sebagai berikut : 
1. Implikasi hukum yang timbul akibat putusan Mahkamah 
Konstitusi yaitu dihapuskannya kewenangan Peradilan Umum 
dalam hal penyelesaian sengketa perbankan syariah serta, 
menjadikan Pengadilan Agama sebagai satu - satunya institusi 
yang berwenang dalam hal memeriksa, memutus, dan 
menyelesaikan sengketa perbankan syariah secara litigasi. 
Selain itu, dengan dihapuskannya “pembatasan” pilihan forum 
(choice of forum) penyelesaian sengketa yang tertera dalam 
penjelasan Pasal 55 Ayat (2) maka, para pihak tidak lagi 
terpaku dalam menyelesaikan sengketanya secara non litigasi 
pada musyawarah, mediasi perbankan, arbitrase melalui Badan 
Arbitrase Syariah Nasional atau lembaga arbitrase lainnya, 
tetapi dapat juga menempuh proses non litigasi lainnya seperti 
konsultasi, negosiasi (perundingan), konsiliasi, mediasi non 
mediasi perbankan, pendapat atau penilaian ahli. 
2. Implikasi hukum yang ditimbul akibat putusan Mahkamah 
Konstitusi terhadap perjanjian (akad) yang memuat klausula 
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penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri setelah 
lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka 
Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang untuk 
menyelesaikan perkara tersebut karena berdasarkan putusan 
Mahkamah Konstitusi penyelesaian sengketa menjadi 
kewenangan absolut Peradilan Agama dan pemilihan forum 
(choice of forum) yang diperjanjikan dalam akad adalah hanya 
sebatas melalui jalur non litgasi yang dilaksanakan berdasarkan 
pada prinsip - prinsip syariah, sehingga akad atau perjanjian 
tersebut dinyatakan batal demi hukum. 
3. Kompetensi Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa 
perbankan syariah pasca keluarnya putusan Mahkamah 
Konstitusi dari segi yuridis tidak mengalami perubahan yang 
mendasar sebab, pengaturan tentang kewenangan Pengadilan 
Agama dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah 
telah diatur secara terperinci dalam Undang - Undang Nomor 3 
Tahun 2006 termasuk batas ruang lingkup dan jangkauan 
kewenangan mengadili Pengadilan Agama di bidang perbankan 
syariah. 
4. Secara kapabilitas, hakim - hakim Pengadilan Agama jauh lebih 
berkompeten terhadap penanganan perkara perbankan syariah 
di karenakan selain merupakan lulusan dari Fakultas Syariah 
(Hukum Islam) atau Fakultas Hukum yang menguasai hukum 
Islam. Selain itu, sistem perekrutan hakim yang dilakukan untuk 
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dapat menjadi hakim di Pengadilan Agama sangat menuntut 
pemahaman hukum Islam yang cukup tinggi. Untuk 
menghilangkan stigma bahwa hakim pengadilan agama belum 
siap menjalankan kewenangannya terkait penyelesaian 
sengketa ekonomi syariah maka, hakim - hakim Pengadilan 
Agama juga diberikan pelatihan - pelatihan oleh Mahkamah 
Agung guna memperdalam pengetahuan para hakim 
Pengadilan Agama di bidang ekonomi syariah. 
 
B. Saran 
Berdasarkan temuan pada kesimpulan di atas, penulis kemudian 
merumuskan saran sebagai berikut : 
1. Dengan lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
93/PUU-X/2012 maka diharapkan para hakim dalam lingkup 
Peradilan Agama yang diberi kewenangan mutlak untuk 
menyelesaikan sengketa perbankan syariah untuk terus 
memperdalam pengetahuan tentang ekonomi syariah 
khususnya perbankan syariah dengan melakukan pelatihan - 
pelatihan. 
2. Untuk para hakim dalam lingkungan Peradilan Umum, apabila 
ada para pihak yang bersengketa mengajukan gugatan melalui 
Pengadilan Negeri maka pengadilan harus menyatakan tidak 
dapat menerima gugatan tersebut dengan alasan bahwa 
Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk menyelesaikan 
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sengketa perbankan syariah sebagaimana yang dinyatakan 
dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012. 
3. Demi melengkapi kebutuhan hukum maka diharapkan pula 
agar sesegera mungkin disusun peraturan perundang - 
undangan yang mengatur hukum materiil dan formiil yang 
berkaitan dengan penyelesaian sengketa ekonomi syariah 
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